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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah  segala puji bagi Allah, yang telah
mencurahkan berbagai macam nikmat-Nya, sehingga
penulisan buku yang berjudul “Fikih Mawaris” telah
selesai sebagaimana yang diharapkan.

Shalawat  beriring salam  kepada baginda
Rasulullah saw. yang telah membawa risalah yang begitu
agung alQur’an al-karim, sebagai petunjuk dalam
mengarungi kehidupan yang fana ini.

Fikih mawaris merupakan setengah dari ilmu
pengetahuan, karena  berhubungan langsung  dengan
urusan-urusan  setelah  kematian, terutama  berkaitan
dengan harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.
Perkara harta bukan merupakan perkara ringan, banyak
kasus pertikaian yang terjadi dalam ranah keluarga,
masyarakat bahkan bangsa dan negara hanya dikarenakan
pembagian harta warisan.

Oleh karena itu, Allah telah mengatur hukum
waris secara rigid dan detail diterangkan oleh al-Qur’an
dengan ad nauseam (secara panjang lebar). Beberapa ahli
hukum mengakui bahwa tidak ada satu aspek hukumpun
yang secara teknis menunjukkan Kkeistimewaan hukum
Islam selain dari pada hukum waris, karena hukum waris
di dalam alQur’an telah dipresentasikan dalam teks-teks
yang rinci, sistematis, konkrit dan realistis sehingga
menutup kemungkinan adanya multiinterpretasi.

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk
membantu para mahasiswa, khususnya  mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum dan di lingkungan
Perguruan Tinggi Agama, seperti UIN, IAIN, STAIN,
STIS, PTAIS, dalam mempelajari Fikih Mawaris. Dengan



menjadikan buku ini sebagai sumber bacaan dan referensi.
Sehingga banyak melahirkan pakar-pakar fikih mawaris
yang mampu menyelesikan berbagai macam problematika
kewarisan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan
bernegara. Dan pada umumnya, juga diharapkan bisa
bermanfaat untuk menambah wawasan masyarakat
Muslim di Indonesia.

Pokok bahasan yang ada dalam buku ini,
mencakup semua pokok bahasan yang dipelajari dalam
ilmu faraid, dan juga hukum faraid yang terkandung
dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Penulis, mengucapkan terima kasih kepada para
pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini,
terutama kepada kedua orang tua, yang telah banyak
memberikan pengorbanan, baik moral maupun material,
sehingga penulis bisa seperti saat ini, istri tercinta yang
selalu  mensuport penulis melalui lisan dan doa untuk
terus berkarya, kepada anak tercinta yang menghidupkan
gelora semangat untuk bisa mempersembahkan yang
terbaik bagi kehidupannya.

Ahkir kata, penulis menyadari buku ini masih jauh
dari  kata  sempurna,  sehingga  penulis  sangat
mengharapkan saran dan masukan untuk memperbaiki
karya ini agar menjadi lebih baik lagi.

Penulis,
Muhibbussabry
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BAB |
RUANG LINGKUP ILMU FARAID

A. Definisi llmu Faraid.

Secara etimologi lafaz faraid adalah bentuk jamak
dari faridah (sesuatu yang diwajibkan), diambil dari kata
al-fardu (kewajiban) yang memiliki makna etimologi dan
terminologi. Secara etimologi kata al-fargu  memiliki
beberapa arti, di antaranya adalah: al-wajibu (wajib), al-
mugaddaru (diperkirakan), al-kazzu (pembatasan), al-
tagdiru  (ketentuan), al-qas’u (ketetapan/kepastian), al-
inzalu (menurunkan), at-tabyinu (penjelasan), al-Nasibu
al-mugaddaru al-mafriidu (bagian yang ditentukan). Dan
dinamakan al-fardu sebagai fardan karena ada
karakteristik dari ilmu tersebut yang langsung ditetapkan
olkeh Allah swt.’

Sementara secara terminologi, ilmu faraid memiliki
beberapa definisi, yaitu:

1. llmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian
warisan kepada yang berhak menerimanya.?

2. llmu tentang aturan dan peraturan dari figih dan hisab
(hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian
ahli waris.®

! Ahmad bin Faris al-Raz, Mu’jam Magqayis al-lugah

(Beirut: Dar al-Jil, t.th), Jilid IV, h. 488-489. Lihat Ibnu Manzir al-
Ifriqi, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Islami, 1403), Jilid
X, h. 230-232.

2 Ali Bin Muhammad al-Jarjani, al-Ta rifar, (Beirut: Dar al-
Kitab al-‘Arabi, 1413), h. 213

¥ Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durri al-
Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386), Jilid VI, h. 757



3. Disebut juga dengan figh al-Mawaris dan ‘ilmu al-
hisab untuk mengetahui dan menghitung setiap harta
waris yang ditinggalkan.*

4. Hukum vyang mengatur tentang perpindahan hak
pemiikan  harta  peniggalan  (tirkah)  pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan berapa bagiannya masing- masing.’

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan
bahwa yang dimaksud dengan ilmu faraid atau ilmu
mawaris, yaitu ilmu yang diambil dari al-Qur’an, sunnah,
Ijma’ Ulama dan ljtihad Ulama, untuk mengetahui ahli
waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi,
dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata
cara pembagiannya.

B. Objek llmu Faraid

Objek ilmu faraid adalah harta peninggalan
pewaris. Dari segi adanya penjelasan terhadap bagian-
bagian untuk ahli waris yang berhak menerimanya,
tatacara penghitungan harta waris, sampai jumlah bagian
harta yang diterima oleh seluruh ahli waris, sesuai dengan
al-Quran, sunah, ijma’ dan ijtihad ulama.

C. Sumber Hukum llmu Faraid

Sumber-sumber hukum ilmu faraid adalah al-
Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ para sahabat dan Ijthad para
sahabat pada sebagian kasus waris, seperti kasus
kewarisan kakek bersama saudara, sepertiga dari sisa
untuk ibu setelah diambil oleh salah seorang dari suami

* “Abdullah bin Muhammad asy-Syansyuri, Al-Fawaid al-
Syansyuriyah Fi Syarhi al-Manzumah al-Ruhbiyyah (Mekah: Dar
‘Alim al-Fawaid, 1422), h.25

> Defenisi menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Pasal
171 butir (@).



atau istri pada masalah ‘umariyatain, kewarisan Zawil
arham dan lainnya dari masalah-masalah yang telah
diijtihatkan oleh para sahabat.

1. Al-Qur’an.

Dari sumber hukum pertama yaitu al-Qur’an ada
empat ayat yang memuat tentang hukum waris secara
detail:

a. Surah an-Nisa’ ayat 11
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Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian
seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan®; dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua’, Maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan;

® Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena
kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban
membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An-Nisa’ ayat
34).

" Lebih dari dua maksudnya: dua atau lebih sesuai dengan
yang diamalkan Nabi.



jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-
bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya
(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka
ibunya  mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi
wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya
bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha

Bijaksana.(Q.S.An-Nisa’: 11)

Ayat di atas menjelaskan tentang warisan bagi
(Furti dan Usul), yaitu anak laki-laki dan perempuan dan
seterusnya ke bawah, serta warisan ayah dan ibu dan
seterusnya ke atas, keadaan-keadaan mereka dalam
warisan dan syarat-syarat mendapatkan warisan.

b. Surah an-Nisa’ ayat 12
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dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka
tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar
hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka
Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat
yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah
dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu
seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu
itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat
yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada
ahli waris)®. (Allah menetapkan yang demikian itu
sebagai) syari‘at yang benar-benar dari Allah, dan

8 Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-
tindakan seperti: a. Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b.
Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun
kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak
diperbolehkan.



Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

(Q.S. an-Nisa’: 12)

Pada ayat di atas Allah menjelaskan bagian warisan
untuk suami-istri, dan saudara seibu baik laki-laki
maupun  perempuan, keadaan-kedaan mereka dalam
kewarisan serta syarat untuk mendapatkan warisan.

c. Surah an-Nisa’ ayat 176.
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mereka meminta fatwa kepadamu (tentang
kalalah).® Katakanlah: "Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan
mempunyai saudara perempuan, Maka bagi
saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang
laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara
perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan
oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris
itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan
perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-

° Kalalah ialah: seseorang Yyang meninggal dan tidak
meninggalkan ayah dan anak.



laki sebanyak bahagian dua orang saudara

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah

Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. an-Nisa’:

176

Aya{ di atas menjelaskan tentang bagian warisan
untuk saudara laki-laki dan perempuan baik kandung
maupun seayah, dan keadaan mereka dalam warisan, serta
syarat untuk mendapatkannya.

d. Surah al-Anfal ayat 75

-3 25~

g.l._jjb V.i.u \jJ..€_>-j ‘))"L‘”ﬁ o r. 3o o‘),.a‘; Ju\]b

;gJT J ;)J g_,_’.géu,a.a...a J}‘ N,a.u)lp-)\“ b.bb ,S..A
= t -

(\‘L;;‘Sﬂﬂ

dan orang-orang yang beriman sesudah itu
kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu
Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu
(juga). orang-orang yang mempunyai hubungan
Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap
sesamanya (daripada yang bukan kerabat)!® di
dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui segala sesuatu. (Q.S.Al-Anfal:75)

Ini adalah dalil warisan zZawil arham, yaitu seluruh
kerabat pewaris yang tidak termasuk sebagai penerima
ashabul furiid dan juga ‘asabah. Mereka baru bisa dapat
warisan jika pewaris tidak meninggalkan ashabul furid
dan juga ‘asabah.

19 Maksudnya: yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam
ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan
sebagaimana yang terjadi antara Muhajirin dan Anshar pada
permulaan Islam.



2. Sunnah Nabi Saw.
Terdapat banyak hadis yang menunjukkan hukum

waris, sebagai perinci terhadap al-Qur’an dan penjelas
makna-maknanya, serta mendeskripsikan hukum yang
belum dijelaskan oleh al-Qur’an. Di antaranya adalah:
a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:
il el &0 (5 08 06 Wl 8 oy e ol e
ale GEa . 8JA5 Y 54 L L gl
Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda
"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada
yang berhak, dan apa yang tersisa menjadi hak laki-

laki yang paling utama. " (HR. Bukhari)**
Hadis ini  menjelaskan  tentang  mekanisme

pembagian warisan, dimulai dari memberikan bagian
kepada ahli waris (ashabul furid), kemudian diberikan
kepada keturunan laki-laki yang terdekat dengan pewaris
sebagai penerima sisa bagian (‘asabah).

b. Hadis dari Usamah bin Zaid.

3;1’53\@;,’\1,: S Akl f\:‘w_u;y JE 5\-9;3@.3;@’\ oA

Hadis Usamah Bin Zaid, Rasulullah saw. Bersabda:
“Orang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir,
demikian juga orang Kafir tidak mewarisi dari
orang Muslim. (H.R. Bukhari).*?

11 Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Fardid, bab
warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadis 6732, Lihat Ahmad
bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, Fathu al-Bari bi Syarhi Shahih al-
Bukhari, Jilid XII (Kairo: Dar al-Riyani li al-Turas, 1409), h.12

12 Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Faraid, bab
Orang Muslim tidak mewarisi orang Kafir dan orang Kafir tidak
mewarisi orang Muslim, no hadis 6764, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin
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Dari hadis di atas, menjelaskan bahwa perbedaan
agama di antara pewaris dan ahli waris menjadi
penghalang untuk bisa mendapatkan warisan.

C. Had® yang diriwayatkan oleh ‘Ubadah Bin Samit.
g agle il o i) O die dl) iy cadlall (n33E )55 e

Diriwatkan oleh ‘Ubadah bin Samit ra. Bahwa Nabi

saw. memberikan bagian untuk dua orang nenek

dalam warisan seperenam, dibagi sama rata.

Hadis di atas merupakan dalil kewarisan nenek baik
seorang atau banyak, menerima bagian seperenam. Dan
berkongsi dengan bagian tersebut jika mereka banyak.

d. Hadi yang diriwatkan oleh Ibnu Mas’ud. )
RN AL (W ) Yy il I e i a8
U L
Nabi saw. Menetapkan 1/2 (setengah) bagi anak
perempuan dan 1/6 (seperenam) bagi cucu
perempuan (dari anak laki-laki)  sebagai
penyempurna bagian 2/3 (dua pertiga), sisanya
bagi saudara perempuan.**
Hadis di atas menjelaskan bahwa cucu perempuan

dari anak laki-laki jika bersama dengan satu orang anak
perempuan penerima bagian setengah, maka mendapatkan
bagian seperenam sebagai penyempurna bagian terbesar
perempuan dua pertiga. Dalam hadis tersebut juga
menjelaskan bagian saudara perempuan (kandung atau

Hajar al-‘Askalani, Fathu al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari, Jilid
Xll,... h. 51

'3 Tahqiq Ahmad Syakir, Musnad Ahmad bin Hanbal (Dar
al-Ma’rif, t.th.), Jilid XXXVII h. 436.

4 Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Fardid, bab
warisan cucu perempuan bersama dengan anak perempuan, no hadis
6736, Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, Fathu al-Bari bi
Syarhi Shahih al-Bukhari, Jilid XIl,... h. 18-19.



seayah) jika bersama dengan furu’ muannas (anak

perempuan, cucu perempuan, seterusnya kewabah)

mendapatkan bagian ‘asabah ma’al ghairi (penerima
sisa).

3. Ijma’

Para sahabat, tabi’in, dan tabi’ tabi’in telah berijma’
atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid dan tidak ada
seorangpun yang menyalahi ijma’ tersebut.

4. ljtihad Sahabat.

Para Sahabat telah berijtihad dalam ilmu faraid
pada kasus-kasus tertentu.  Seperti  ‘umariyatain,
musyarakah, kewarisan  kakek bersama saudara,
kewarisan zawil arham, khunsa’, kewarisan bayi dalam
kandungan, mafqad (orang hilang), dan lain sebagainya
yang akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya dalam
buku ini.

D. Sejarah llmu Faraid

1. Sistem Waris Bangsa Arab Sebelum Islam

Sistem waris merupakan salah satu sebab adanya
perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda
dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan
(muwarris), setelah yang bersangkutan meninggal, kepada
para penerima warisan (warasah) dengan jalan pergantian
yang didasarkan pada hukum syara’.

Orang Arab jahiliyah telah mengenal sistem waris
sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat
dilakukan melalui dua sebab yaitu:

1. Berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan (al-
nasab), adalah warisan yang diturunkan kepada anak
lelaki dewasa yang ditandai dengan kemampuan
menunggang kuda, bertempur, dan meraih harta
rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan

10



BAB 11

RUKUN, SYARAT, SEBAB DAN PENGHALANG
DALAM HUKUM WARIS

A. Rukun Waris.

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk
mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta
waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-
rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

1. Al-Muwarris (pewaris), yaitu orang yang meninggal
dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun hukmi
(suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan
hakim) seperti mafqud (orang yang hilang).

2. Al-Waris (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika
pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak
mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih
dalam kandungan atau orang yang hilang.

3. Al-Mauras (harta warisan), yaitu harta benda yang
menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-
hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak gisas
(perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi
pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.
Inilah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun

tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat
dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak
memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada
harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa
dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris.
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B. Syarat Waris
Syarat waris adalah sesuatu yang karena ketiadaannya

maka tidak akan ada proses pembagian warisan. Adapun

syarat-syarat untuk mewarisi ada tiga, yaitu:

1. Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki®®>, hukm
dan raqdiri.*’

2. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal
dunia, baik secara hakiki atau Aukmi.

3. Mengetahui sebab menerima warisan atau mengetahui
hubungan antara pewaris dan ahli warisnya atau
mengetahui seluk beluk pembagian harta warisan.
Apakah menjadi ahli waris karena  hubungan
pernikahan, hubungan darah, atau wala’
(pemerdekaan budak). Ahli waris harus diketahui
pasti, baik dari kedekatan kekerabatannya, bagian-

- 16
L,

% Meninggal hakiki adalah kematian yang benar-benar
terjadi, dapat dilihat dengan penglihatan kasat mata, berdasarkan
pendenganran (berita), atau dengan persaksian dua orang yang dapat
dipercaya, atau dengan bukti-bukti lainnya.

® Meninggal hukmi adalah kematian atas putusan hakim,
seperti seorang yang hilang dalam jangka waktu yang lama dan
pencariannya sudah melewati batas waktu yang ditentukan, maka
dihukumi sudah meninggal berdasarkan dugaan yang disejajarkan
dengan kayakinan yang kuat (kepastian).

! Meninggal  taqdirt  adalah  kematian  yang
disebabkan/diikutkan kepada orang lain. Seperti seorang wanita hamil
disiksa kemudian lahirlah janin dalam keadaan meninggal, maka
janin ini berhak mendapatkan diat sebab meninggal karena ibu yang
mengandungnya disiksa. Sementara apakah janin tersebut berhak
mewarisi dan mendapatkan warisan dari ibunya yang telah meninggal
karena disiksa terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Abu
Hanifah, janin tersebut dapat mewaris dan dapat mewariskan (sebagai
pewaris), karena ia diperkirakan masih hidup ketika ibunya
meninggal, dan ia meninggal sebab kematian ibunya. Jumhur ulama
berpendapat janin tersebut belum tentu hidup dan tidak mewariskan,
kecuali harta diyatnya. Lihat Wahbah al-Zuhaili, Figh Islami Wa
adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), Jilid X, h. 7708.
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bagiannya serta hajib (yang menghalang) dan mahjub
(terhalang) untuk mendapatkan warisan.
C. Sebab Mendapatkan Waris

Sebab adanya pewarisan adalah sesuatu yang
mewajibkan adanya hak mewarisi jika sebab-sebabnya
terpenuhi. Demikian juga hak mewarisi menjadi tidak ada
jika  sebab-sebabnya tidak terpenuhi. Sebab-sebab
mewarisi yang disepakati oleh para ulama ada tiga, yaitu
sebagai berikut:

1. Pernikahan.

Pernikahan dengan menggunakan akad yang sah,
merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan
istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan
hubungan badan dan berkhalwat (tinggal berdua).
Barangsiapa yang akad tanpa ada wali maka ini adalah
nikah batiltidak sah karena tidak memenuhi salah satu
dari rukun nikah. Begitu juga orang Yyang menikahi
mahramnya, dan orang yang menikahi perempuan lebih
dari empat. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa
menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami
dan istri.*?

Masalah yang mungkin akan dijumpai dari sebab
saling mewarisi karena pernikahan sah adalah bagaimana
ketika terjadi kasus perceraian (ralaq) diantara mereka,
apakah memutuskan sebab mewarisi atau tidak. Dalam hal
ini ralaq terbagi dua, pertama, talag raj’r, yaitu suami
menceraikan istrinya yang masih ada masa untuk kembali
(‘iddah raj’i), balk satu kali talak atau dua. Maka suami

18 syamsuddin Muhammad Khatib al-Syarbaint, Mughnt al-
Muhtdj, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Iimiyah, 1415), Jilid IV, h. 10

1% Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid VI, h. 762.

13



memiliki hak untuk kembali (ruju’) kepada istrinya
apabila masih dalam masa ‘iddah. Dalam masalah ini,
sepakat para ulama bahwa antara suami dan istri masih
tetap bisa saling mewarisi selama dalam masa ‘iddah.*°
Kedua, talag bain®', yaitu talak tiga, dalam hal ini sepakat
para ulama menjadi sebab untuk tidak saling mewarisi
antara suami dan istri, baik diceraikan ketika suami dalam
keadaan sehat atau dalam keadaan sakit parah, namun
bukan dengan tujuan untuk menghalagi istri mendapatkan
warisan.??

Adapun jika tujuan suami menjatunkan ralagq ba’in
pada waktu sakit parah dengan tujuan menghalangi istri
untuk dapat warisan, ulama berbeda pendapat:

a. Mazhab Syafi’iyyah bependapat bahwa istri tidak bisa
mendapatkan warisan dari suami secara mutlak,
karena terputus hubungan pernikahan yang merupakan
salah satu sebab untuk saling mewarisi.?®

b. Mazhab Hanafiyah, berpendapat bahwa istri tersebut
mewarisi  harta suaminya jika ketika suaminya

20 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durri al-
Mukhtar,... Jilid 111, h. 288.

21 Talaq bain terbagi dua, bain kubra adalah terjadinya talak
tiga. Tidak dibolehkan suami kembali kepada istri yang ditalak,
kecuali istirnya sudah menikah dengan lelaki lain. Bain sughra adalah
talak yang tidak memiliki peluang untuk rujuk kembali karena
berakhirnya masa iddah. Jika ingin rujuk harus dengan akad nikah
yang baru dan tidak harus dinikahi dulu oleh lelaki lain.

22 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid 111, h. 286-287.

23 Abii Ishaq al-Syairazi Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Al-
Muhazzab Fi Figh Imam al-Syafii’(Damaskus: D al-Qalam, 1417),
Jilid 111, h. 81
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meninggal iddahnya belum habis. Jika iddahnya sudah

habis maka tidak dapat mewarisi.?*

c. Mazhab Hanabilah, berpendapat bahwa istrinya tetap
mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah
berakhir masa ‘iddah, dengan catatan bahwa suami
menceraikannya karena tidak ingin meberikan warisan
untuknya, istrinya belum menikah dengan lelaki lain,
dan merupakan orang yang berhak menerima waris
pada waktu ditalak bain oleh suaminya.?

d. Mazhab malikiyyah, berpedapat bahwa istri tetap
mendapatkan warisan dari suaminya meskipun sudah
berakhir masa ‘iddah atau belum, istrinya sudah
menikah lagi dengan lelaki lain satu orang atau
lebih.2®

2. Qarabah (kekerabatan).

Hubungan garabah atau disebut juga hubungan nasab
(darah) vyaitu setiap hubungan persaudaraan yang
disebabkan kelahiran  (keturunan), baik yang dekat
maupun jauh. Hubungan nasab ini mencakup anak
keturunan pewaris (furu’ al-waris), kedua orang tua
pewaris (ushul al-waris), saudara-saudara pewaris
(Hawasyt) baik laki-laki, perempuan yang sekandung,
seayah atau seibu, paman pewaris (‘Umumah) baik
paman kandung atau seayah maupun anak laki-laki dari
keduanya, serta pemerdeka budak (wala’) laki-laki atau
perempuan. Atau dengan sebab rahm (Zawil arham)

24 syamsuddin Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhst, Al-
Mabsiit (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1324), Jilid VI, h. 155

% Ibnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughni (Kairo: Dar al-Hijr,
1410), Jilid 1X, h. 195

26 Al-lmam Malik Bin Anas, Muwara’ Imam Malik (Mesir:
Dir Thya al-Kitab al-‘Arabiyah, t.th), Jilid 11, h. 571-572
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BAB Il

TIRKAH (HARTA PENINGGALAN) DAN HAK-
HAK YANG TERKAIT DENGANNYA

A. Defenisi dan Unsur-Unsur Tirkah

Tirkah secara etimologi adalah sesuatu yang
ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sementara
secara terminologi adalah seluruh yang ditingalkan
pewaris berupa harta dan hak-hak yang tetap secara
mutlak. Dengan demikian tirkah mencakup empat hal
berikut:

1. Kebendaan, berupa benda-benda bergerak dan tetap.

2. Hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan, seperti
hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik
hasil dari suatu jalan, sumber air minum, dan lain
sebagainya. Termasuk juga hak menafaatan, seperti
memanfaatkan barang yang disewa dan dipinjam.
Begitu juga hak yang bukan kebendaan seperti, hak
syuf’ah (hak beli yang diutamakan untuk salah
seorang anggota serikat atau tetangga atas tanah,
pekarangan atau lain sebagainya yang dijual oleh
anggota serikat yang lain atau tetangganya), dan hak
khiyar seperti khiyar syarat.

3. Sesuatu bentuk usaha yang dilakukan oleh pewaris
sebelum meninggal. Seperti khamar yang telah
menjadi cuka dan jerat yang menghasilkkan binatang
buruan. Keduanya dapat diwariskan kepada ahli
warisnya.

4. Diyat (denda) yang dibayarkan oleh pembunuh yang
melakukan pembunuhan karena Khilaf.
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B. Hak-hak yang Terkait Dengan Tirkah.

Ketika  seseorang  meningal  dunia, tentu
meninggalkan harta, lantas harta ini tidak serta merta
menjadi harta warisan yang dibagikan untuk seluruh para
ahli warisnya, ada hak-hak yang harus ditunaikan terlebih
dahulu terhadap tirkah (harta peninggalan) pewaris, yang
selanjutnya baru harta tersebut bisa dibagikan untuk
seluruh ahli waris. Para jumhur fugaha sepakat bahwa
hak-hak yang berkaitan dengan tirkah itu ada empat yang
harus dilaksanakan secara berurutan (tartib), yaitu sebagai
berikut:

1. Tajhiz al-Mayyit (biaya-biaya pengurusan mayit)

Biaya pengurusan mayit adalah segala sesuatu
yang dibutunkan mayit sejak meninggal dunia sampai
dikebumikan, vyaitu berupa biaya untuk memandikan,
mengafani, mengusung, menggali  kuburan  dan
menguburkan. Biaya ini diambil menurut ukuran yang
wajar, tidak berlebih-lebihan dan dikurang-kurangi,
dengan tetap menjaga perintah dan larangan agama.’

Jika pewaris tidak meninggalkan tirkah, maka
biaya pengurusan jenazah dibebankan kepada keluarganya
yang menanggung nafkah, seperti jika anak laki-laki
meninggal tidak  meninggalkan harta maka biaya
pengurusan jenazah dibebankan kepada ayahnya. Jika
sama sekali dalam keluarga tersebut tidak memiliki
kemampuan  finansial terhadap  proses  pengurusan
jenazah, dalam hal ini dibebankan kepada baitul mal dari
kaum Muslimin.

2 Nashir bin Muhammad Bin Musyari al-Ghamidi, al-
Khullasah Fi ‘Ilmi al-Faraid,... h. 58
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Terdapat permasalahan yang diperselisinkan oleh
para ulama, terhadap biaya pengurusan jenazah istri,
apakah dibebankan kepada harta kekayaan suami atau
tidak.

a. Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa biaya
pengurusan jenazah istri secara mutlak dibebankan
kepada suami, baik dalam keadaan mampu atau tidak,
begitu juga istrinya kaya atau miskin.?®

b. Mazhab Hanabilah, berpendapat bahwa suami tidak
wajib membiayai pengurusan jenazah istrinya,?® baik
suaminya dalam keadaan mampu atau tidak, istrinya
merupakan orang miskin atau kaya, akan tetapi
sepenuhnya ditanggung dari harta istrinya, jika tidak
ada harta maka ditanggung oleh yang menafkahinya
selama hidup, jika tidak ada juga maka ditanggung
oleh baitul mal, jika tidak ada juga maka bagi
dermawan yang mengetahui keadaannya.>°

C. Mazhab Syaf’'iyyah, berpendapat bahwa biaya
pengurusan jenazah istri dibebankan kepada suaminya
jika mampu, tapi jika tidak mampu maka pembiayaan
tersebut menjadi tidak wajib baginya.*

d. Mazhab Malikiyyah, berpendapat bahwa jika istrinya
mampu, tidak  dibebankan  biaya  pengurusan
jenazahnya kepada suami, tapi jika tidak mampu,
suami  dibebankan  untuk  membiayai  proses

8 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durri al-
Mukhtar,... Jilid 11, h. 206.

29 Alasannya adalah hartanya yang berasal dari nafkah suami
telah terputus akibat kematiannya.

9 Masur bin Yusuf al-Bahiiti, Kasyaf al-Qina’, (Beirut: Dar
‘Alim al-Kutub, 1403) Jilid 11, h. 104

31 syamsuddin Muhammad Khatib al-Syarbaint, Mughnt al-
Muhzaj,..dilid 1V, h.7
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pengurusan jenazahnya. Jika suami tidak mampu,
diambil dari baitul mal atau melalui bantuan kaum
Muslimin yang mengetahui keadaannya.>?

2. Qada al-Duyiin (Pelunasan Utang)
a. Utang yang terkait dengan Harta Waris.

Termasuk dalam hak-hak ini adalah utang
yang digadaikan, utang pembelian suatu barang,
zakat yang diwajibkan atas harta benda sebelum
jadi tirkah. Hak-hak ini semua lebih didahulukan
daripada biaya pengurusan jenazah, menurut
pendapat Imam Hanafi Malk dan Syafi
Sementara  menurut  imam  Hanbali biaya
pengurusan jenazah lebih didahulukan dari pada
melunasi utang-utangnya.®®> Karena seorang yang
pailit, mengutamakan dirinya daripada kreditor,
dan pakaian orang yang pailit lebih utama dari
pada melunasi utang, begitu juga mengafani mayit
lebih didahulukan daripada melunasi utangnya.
Disebabkan menutup aurat semasa hidup adalah
kewajiban, demikian pula setelah meninggal
dunia.

b. Utang yang terkait dengan Tanggungan Pewaris.

Utang-utang  berupa utang kepada Allah,
seperti kifarat, zakat, haji yang wajib, nazar dan
utangnya kepada manusia, seperti utang qirad,
harga, upah, dan lain sebagainya.

%2 Jalal al-Din ‘Abdullah bin Najmu bin Syas al-Maliki, ‘Agd
al-Jawahir al-Saminah,(Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1415), Jilid
I, h. 260

% Nashir bin Muhammad Bin Musyarl al-Ghamidi, al-
Khullasah Fi ‘Ilmi al-Faraid,... h. 66
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Permasalahanya adalah jika utang yang

dimiliki oleh seorang pewaris yaitu, utang dengan
Allah dan manusia, lebih banyak dari harta
peninggalannya, mana yang harus didahulukan
untuk dilunasi. Berbeda pendapat para ulama,
sebagai berikut:

a)

b)

Mazhab Hanaftyyah dan Malikiyyah
berpendapat bahwa utang sesama manusia
lebih  didahulukan  pelunasannya  daripada
utang dengan Allah. Sebab, manusia sangat
memerlukan  untuk  dilunasi  piutangnya,
sedangkan Allah adalah zat yang Maha Kaya,
tidak perlu pelunasan kepadaNya.**

Mazhab Syafi'iyyah berpendapat bahwa yang
harus didahulukan adalah utang kepada Allah
ketimbang utang pada manusia. Sebagaimana
sabda Rasul saw. “Hutang kepada Allah lebih
utama untuk dilunasi”.(H.R. Bukhari)*®

Mazhab  Hanabilah  berpendapat  bahwa
kedudukan pelunasan utang terhadap Allah
sama dengan pelunasan terhadap manusia.
Maksudnya, harta waris dibagi menurut
perbandingan kedua macam utang tersebut,
seperti pembagian harta orang yang pailit
semasa hidupnya.®°

404

3 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid V1, h. 760-761.

% syamsuddin Muhammad Khatib al-Syarbaint, Mughnt al-
Muhzaj,..Jilid IV, h.7

% Masur bin Yusuf al-Bahati, Kasyaf al-Qina’,... Jilid IV, h.
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BAB IV

KEWARISAN SECARA FARDU (BAGIAN YANG
TELAH DITETAPKAN) DAN KEADAAN-
KEADAANNYA DALAM WARISAN

Para ulama dalam mengkaji pembahasan tentang
ashabul furiid, menggunakan dua metode, pertama,
membahas setiap fard secara  terperinci,  seperti
menyebutkan bagian seperdua, kemudian menyebutkan
ahli waris yang mendapatkan seperdua, meyebutkan
bagian seperempat, kemudian menyebutkan ahli waris
yang mendapatkan seperempat, dan seterusnya. Kedua,
menyebutkan ashabul furid beserta uraian seputar kondisi
mereka satu persatu. Contohnya, menyebutkan suami,
adakalanya mewarisi setengah harta peninggalan dan ada
kalanya  mewarisi  seperempat  harta  peninggalan,
kemudian ~ menyebutkan  syarat-syarat yang  harus
terpenuni  untuk mendapatkan bagian tersebut. Dan
seteusnya.

Dalam buku ini, akan menggunakan metode kedua
yaitu menyebutkan ahli waris disertai dengan bagian-
bagian yang akan diperoleh beserta syaratnya masing-
masing.

A. Ashabul Furiid Sababiyah (penerima bagian tetap
karena sebab pernikahan)
Ashabul furiid sababiyah ada dua orang yaitu
suami dan istri.
1. Bagian Suami (z.s3!)
Suami  mendapatkan dua macam bagian dari
peninggalan istrinya:
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a. Setengah (1/2): Jika tidak meninggalkan far’ul waris
(anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu
perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung
atau anak istrinya (anak dari suami yang lain).

Contohnya  seseorang  meninggal dunia  dan
meninggalkan ahli waris suami, dan ayah. Maka
bagian suami adalah 1/2 (karena tidak meninggalkan
anak), ayah mendapatkan ‘asabah (karena laki-laki
yang paling dekat dengan pewaris).

b. Seperempat (1/4): Jika meninggalkan far’ul waris
(@nak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu
perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung
atau anak istrinya (anak dari suami yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah firman
Allah saw. Q.S. An-Nisa’ ayat 12:

c S g a7 - ¥ A5 7B - L 3 A
ob M5 58 A o) memb sl 35 G G R
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dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka
tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya...(Q.S. an-Nisa’:
12)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah
suami, anak perempuan dan anak laki-laki. Maka
bagian suami 1/4 (karena ada anak), anak perempuan
dan laki-laki mendapatkan ‘asbah bil ghair (dengan
ketentuan bagian laki-laki 2:1 dari bagian perempaun).

2. Bagian Istri (423!
Istri mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan
suaminya:
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a. Seperempat (1/4): Jika tidak meninggalkan far ul
waris (anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan
cucu perempuan seterusnya ke bawah), baik anak
kandung atau anak suaminya (anak dari istri yang
lain).

Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah
istri dan saudara laki-laki kandung. Maka, bagian istri
adalah 1/4 (karena tidak ada anak), saudara laki-laki
kandung mendapatkan bagian ‘asabah (karena laki-
laki paling dekat dengan pewaris).

b. Seperdelapan (1/8): Jika meninggalkan far'ul waris
(anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki dan cucu
perempuan seterusnya ke bawah), baik anak kandung
atau anak suaminya (anak dari istri yang lain).

Dasar hukum dua bagian tersebut adalah firman
Allah saw. Q.S. An-Nisa’ ayat 12:
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Para isteri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri
memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan...(Q.S. an-Nisa’: 12)

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah
istri, dan anak laki-laki. Maka, bagian istri adalah 1/8
(karena ada anak laki-laki) dan anak laki-laki
mendapat ‘asabah binnafsi.

B. Ashabul Furid Nasabiyah (penerima bagian tetap
karena sebab keturunan/kekerabatan)
Ashabul furiid nasabiyyah ada sembilan orang, yaitu

sebagai berikut:
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1. Bagian Anak Perempuan (<idl) .

Anak perempuan adalah ahli waris yang tidak
akan pernah terhijab (terhalang) dalam keadaan
apapun. Ada tiga bagian untuk anak perempuan,
sebagaimana penjelasan di bawah ini:

a. Setengah (1/2): anak perempuan  berhak
memperoleh bagian 1/2 dengan dua syarat, yaitu:

1) Sendiri.

2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki

(mu’asib).
Sebagaimana firman Allah:

_ M e )
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jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia
memperoleh separo harta....(Q.S.An-Nisa’: 11)

Contoh, seseorang meninggal dunia dan
meninggalkan ahli waris suami, anak perempuan
dan ayah. Maka, suami mendapat 1/4 (karena ada
anak perempuan), anak perempuan 1/2 (karena
sendir) dan ayah mendapat 1/6+’asabah (karena
bersama anak perempuan).

b. Dua per tiga (2/3) : anak perempuan berhak
memperoleh bagian 2/3 dengan dua syarat, yaitu:
1) Dua orang atau lebih.

2) Tidak ada saudara kandungnya yang laki-laki
(mu asib).
Sebagaimana firman Allah:
P

ey, e AL E L e AT T e :
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dan ;ika anak itu semuanya perempuan lebih dari
dua®’, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan...(Q.S.An-Nisa’: 11)

Contoh, ahli waris yang ditinggalkan adalah
istri dan dua anak perempuan. Maka, istri mendapat
bagian 1/8 (karena ada anak perempuan) dan dua
anak perempuan mendapat bagian 2/3 (dua  orang
atau lebih).

c. ‘Asabah bil Ghair (penerima sisa): Anak
perempuan satu orang atau lebih bisa mewarisi
dengan ‘asabah bil ghairi, dengan syarat:

1) Jika bersama dengan saudara laki-lakinya
(mu’asib), baik satu orang atau lebih. Dengan
ketentuan bagian anak laki-laki 2:1 dari anak
perempuan. Sebagaimana firman Allah:

= $os s = .1 g 4
B oV B B S pem i g BT 5
Allah mensyari‘atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian
seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua

orang anak perempuan®®; ...(Q.S.An-Nisa’: 11)
Contohnya, seseorang meninggal dunia dan
meninggalkan ahli waris, anak laki-laki, anak
perempuan dan saudara laki-laki seayah. Maka,
anak laki-laki dan perempuan dapat ‘asabah bil
ghair (dengan ketentuan 2:1), dan saudara laki-laki

seayah terhijab oleh anak laki-laki.

37 Lebih dari dua Maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan
yang diamalkan Nabi.

%8 Bagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah karena
kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban
membayar maskawin dan memberi nafkah. (Lihat surat An Nisa’ ayat
34).
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BAB V
MEWARISI SECARA ‘ASABAH

Mewarisi secara ‘asabah merupakan cara kedua
untuk memberikan harta kepada para ahli waris, sebab
ahli waris yang mewarisi bagian tetap (ashabul furid)
lebih diutamakan dari ‘asabah. Setelah bagian diambil
oleh penerima bagian tetap, barulah sisanya diberikan
kepada ‘asabah.

A. Definisi ‘4sabah.

Secara etimologi, ‘ashabah adalah laki-laki dari
kerabat pewaris, yang nisabnya kepada pewaris tidak ada
perempuan. Atau dengan kata lain kerabat pewaris
sebapak.®® Sedangkan ‘asabah menurut terminologi
adalah ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu,
baik besar maupun kecil, dari segi jika sendiri mengambil
seluruh harta, jika bersama dengan ahli waris penerima
ashabul furud, mengambil sisa setelah diambil oleh
ashabul furud, jika selurun harta telah diambil oleh
ashabul  furud, maka penerima  ‘asabah tidak
mendapatkan sedikitpun dari harta peninggalan.*°
B. Pembagian ‘4sabah.

‘Asabah terbagi kepada dua, yaitu:

1. ‘4sabah Nasabiyah, yaitu ‘asabah yang ditetapkan
karena sebab nasab (keturunan), seperti anak laki-laki,
cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke
bawah dan garabah (kekerabatan), seperti ayah, kakek,

%9 Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits...h, 204-205

40 Kecuali anak laki-laki dan ayah mereka tidak akan pernah
luput dari penerimaan harta. Lihat Muhammad Amin, Raddu al-
Muhtar ‘ala al-Durri al-Mukhtar,... Jilid V1, h. 773.
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saudara lai-laki kandung, saudara laki-laki seayah,
anak laki-laki saudara kandung, anak laki-laki saudara
seayah, paman kandung, paman seayah dan anak laki-
laki paman kandung dan anak laki-laki paman seayah.
2. ‘Asabah Sababiyah, yaitu ‘asabah yang terjadi karena
sebab memerdekakan budak, baik laki-laki maupun
perempuan.
Menurut para ulama, pembagian pertama
‘asabah nasabiyah lebih didahulukan dari pada
‘asabah sababiyah, karena nasab (keturunan) lebih
dekat kepada pewaris dibandingkan dengan sabab
(sebab).**
s Hukum ‘4sabah Nasabiyah.

‘Asabah nasabiyah, terbagi kepada tiga macam,
yaitu sebagai berikut: 1) ‘asabah binnafsi, 2) ‘asabah
bil ghair, dan 3) ‘asabah ma’al ghair. Semua macam
pembagian ini, memiliki hukum dan masalah-masalah
khusus tersendiri, yang akan dijelaskan di bawah ini:

1) ‘dsabah Binnafsi, setiap laki-laki yang sangat dekat
hubungan kekerabatannya dengan pewaris, yang tidak
diselingi oleh perempuan.

a. Jumlah penerima asabah bin nafsi; secara
tertib®? berjumlah 12 orang, yaitu:

1. Anak laki-laki.

2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan generasi di

bawahnya.

41 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid M, h. 773-777.

2 Maksudnya adalah sesuai kedekatannya dengan pewaris,
sehingga berlaku ketentuan yang dekat menghijab yang jauh, baik
secara hijab hirman atau nugsan. Karena tidak ada dua penerima
‘asabah dalam satu kasus kewarisan.
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Ayah.
Kakek serta generasi di atasnya.
Saudara kandung
Saudara seayah.
Anak laki-laki saudara kandung.
Anak laki-laki saudara seayah dan generasi di
bawahnya
9. Paman kandung.
10. Paman seayah.
11. Anak laki-laki paman kandung.
12. Anak laki-laki paman seayah dan generasi di
bawahnya.*?
b. Dalil ‘4sabah Binnafsi.
1. Surah an-Nisa’ ayat 11
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jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),
Maka ibunya mendapat sepertiga; ....(Q.S.An-
Nisa’: 11)

2. Surah an-Nisa’ ayat 176

T A3 B G ol L2 595
dan saudaranya yang laki-laki mempusakai
(seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak
mempunyai anak; .... (Q.S. an-Nisa’: 176)

3. Hadis Abdullah bin ‘Abbas:
Ol odl) geall 8 A J 5y 0B 106 gie D )y ulie Gl o
cle GEs S0 JAD 5V 56 L8 L el
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4 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid V1, h. 773-774.
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Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw.
bersabda "Bagikanlah harta peninggalan
(warisan) kepada yang berhak, dan apa yang
tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama.
" (HR. Bukhari)**

¢. Hukum-hukum ‘4sabah Binnafsi.

‘Asabah binnafsi, memiliki tiga hukum, yaitu:*°

1. Jika hanya sendiri mengambil seluruh harta.
Contohnya yang ditinggalkan hanya seorang
anak laki-laki, maka seluruh harta waris
diberikan untuknya.

2. Mengambil sisa harta setelah diambil oleh
ashabul furud (penerima bagian tertentu),
contohnya ahli waris yang ditinggalkan anak
ayah dan ibu, maka ibu dapat bagian 1/3
sementara ayah mengambil 2/3 sebagai sisa dari
bagian yang telah diambil oleh ibu.

3. Tidak mendapatkan warisan apapun karena
seluruhnya telah diambil oleh ashabul furudh,
contohnya ditinggalkan suami, saudara
perempuan kandung dan paman kandung, maka
bagian suami 1/2, saudara perempuan kandung
1/2, paman tidak dapat apa-apa, karena bagian
selurunnya telah diambil oleh ashabul furud

d. Jalur ‘4sabah Binnafsi.
Menurut Imam Hanafi, ada lima jalur ‘asabah
binnafsi, vyaitu: al-bunuwwah (jalur hubungan

44 Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Faraid, bab
warisan anak dari kedua orang tuanya, no hadis 6732, Lihat Ahmad
bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, Fathu al-Bari bi Syarhi Shahih al-
Bukhari, Jilid XIlI,... h. 12

5 Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits. . .h, 208-209.
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anak), al-ubuwwah (jalur hubungan orang tua), al-
ukhuwwah (jalur hubungan saudara), al-‘umumah
(jalur hubungan paman) dan al-wala’ (jalur
hubungan ~ karena  memerdekakan  budak).*°
Sementara Abu Yusuf dan Mazhab Hanbali,
berpendapat bahwa ada enam jalur, yaitu al-
bunuwwah, al-ubuwwah, al-jududah  (jalur
hubungan kakek) bersama al-ukhuwwah, banu al-
ukhuwwah (jalur anak-anak saudara), ‘wumumah,
serta  al-wala’*”  Menurut  Malikiyah ~ dan
Syafi'iyah ada tujuh, vyaitu al-bunuwwah, al-
ubuwwabh, al-jududah dan al-ukhuwwah, banu al-
ukhuwwah, al- ‘umumah, al-wala’ serta baitul
mal.48

Jalur-jalur ‘asabah binnafsi ini penting untuk
diketahui, karena didasarkan pada urutan dan
tingkatan pada masing-masing jalur ahli waris,
sehingga jalur al-bunuwwah lebih didahulukan
untuk mendapatkan ‘asabah daripada jalur al-
ubuwwabh, jalur al-ubuwwah lebih didahulukan
dari al-ukhuwwah, jalur al-ukhuwwah lebih
didahulukan dari jalur al-‘umumah, jalur al-
‘umumah lebih didahulukan daripada jalur al-
wala’. Begitu juga, jalur al-wala’ lebih
didahulukan dari jalur baitul mal.

46 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid V1, h. 773-775

47 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid VI, h. 773-775

“8 Jalal al-Din ‘Abdullah bin Najmu bin Syas al-Maliki, ‘dgd
al-Jawahir al-Saminah, Jilid 11,..., h. 436-437
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BAB VI

KONSEP HIJAB (AL-HAJBU) DALAM WARIS
ISLAM

Hijab merupakan salah satu pembahasan penting
dalam ilmu faraid, sehingga sebagian ulama mengatakan,
“Haram berfatwa dalam bidang ilmu faraid, bagi yang
tidak memahami hijab”. Sebab, para ulama khawatir
orang keliru dalam berfatwa, bagi yang seharusnya
berhak mendapat warisan menjadi tidak dapat bagian, atau
sebaliknya, orang yang tidak berhak justru dapat bagian.

A. Pengertian Hijab.

Hijab secara etimologi adalah al-manu (terhalang),
seperti firman Allah: “Sekali-kali tidak, Sesungguhnya
mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat)
Tuhan mereka. (Q.S.Al-Muraffifin:15), artinya mereka
terhalang untuk melihat Allah pada hari akhirat kelak.
Jadi, hijab secara bahasa adalah mencegah atau
menutupi.*®

Sedangkan hijab  menurut terminologi  adalah
menghalangi orang yang mempunyai sebab mendapatkan
warisan, baik secara menyeluruh atau sebagian.*®
B. Macam-macam Hijab

Hijab terbagi kepada dua macam yaitu:

1. Hajbu Ausaf (hijab karena sifat), yaitu menghalangi
orang Yyang mempunyai sebab untuk medapatkan
warisan secara total, karena melakukan sesuatu

9 Ibnu Manzir al-Ifriqt, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar al-lhya’
al-Turas al-Islami,1419), Jilid 11, h.50-51

%0 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid VI, h. 780
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perbuatan yang menjadi penghalang  mendapat

warisan, seperti membunuh pewaris dan murtad. Hal

ini, berlaku untuk selurun ahli waris, laki-laki atau
perempuan, baik ashabul furud atau ‘asabah. Dan jika
seseorang masuk  dalam  kategori ini,  tentu

“keberadaannya bagaikan tiada, tidak mendapat

warisan dan tidak bisa membawa dampak bagi ahli

waris lainnya dalam kewarisan”.>*

2. Hajbu Asykhast (hijab karena ada orang lain), yaitu
menghalangi  seseorang utuk mendapatkan warisan
secara total atau dari bagian yang besar menjadi
bagian yang lebih kecil karena ada ahli waris lain
yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.>?
Hijab ini dibagi kepada dua:

a. Hijab Nugsan, yaitu menghalangi seseorang yang
memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya
yang sempurna.  Seperti,  suami  seharusnya
mendapatkan bagian terbanyak 1/2, tapi karena
mempunyai keturunan (anak), maka menjadi 1/4,
istri yang seharusnya mendapatkan bagian 1/4
menjadi 1/8, karena pewaris mempunya keturunan
(anak).>

Hijab nugsan dibagi dua, yaitu>*
1) Hijab nugsan karena  sebab intigal
(perpindahan) dari satu bagian tetap menjadi

*L |bnu Qudamah al-Hambali, al-Mughnt, Jilid 1X,... h. 175-
176

2 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid V1, h. 779-780

*3 Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits. . .h, 227.

* Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits...h, 228-229.
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2)

bagian tetap lainnya, karena ada ahli waris

lain. Yaitu terjadi pada empat keadaan:

a) Perpindahan dari satu fard (bagian tetap)
menjadi fard (bagian tetap) lainnya yang
lebih sedikit. Seperti perpindahan bagian
suami dari 1/2 menjadi 1/4, Kkarena
meninggalkan Kketurunan (anak).

b) Perpindahan dari ‘asabah menjadi ‘asabah
yang lebih sedikit. Seperti perpindahan
saudara perempuan kandung atau saudara
perempuan seayah dari ‘asabah ma’al
ghair menjadi ‘asabah bil ghair.

c) Perpindahan dari fard (bagian tetap)
menjadi  ‘asabah yang lebih sedikit.
Seperti, perpindahan para ahli  waris
perempuan yang menerima bagian 1/2
menjadi ‘asabah bil ghair.

d) Perpindahan dari ‘asabah menjadi fard
(bagian tetap) yang lebih sedikit. Seperti,
perpindahan ayah dan kakek dari ‘asabah
menjadi fard (bagian tetap), ketika pewaris
meninggalkan Kketurunan.

Hijab Nugsan karena sebab izdizam (terlalu

banyak). Yaitu terlalu banyak ahli waris

penerima fard (bagian tetap), atau penerima

‘asabah, hal ini terjadi dalam tiga keadaan:

a) Terlalu banyak pada fard (bagian tetap).
Seperti terlalu banyak dua orang anak
perempuan pada bagian 2/3, terlalu banyak
istri pada bagian 1/4 dan 1/8.

b) Terlalu banyak pada ‘asabah. Seperti,
terlalu banyak penerima ‘asabah terhadap
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harta waris atau terhadap harta yang tersisa
dari fard (bagian tetap).

c) Terlalu banyak sebab adanya ‘aul. Seperti
terlalu banyak ashabul furiid dalam pokok
masalah yang dimasuki oleh masalah ‘aul.
Karnanya, bagian tetap yang masing-
masing mereka dapatkan menjadi
berkurang.

b. Hijab Hirman, yaitu menghalangi seseorang yang
memiliki sebab untuk mewarisi dari bagiannya
secara keseluruhan, karena ada ahli waris lain
yang lebih dekat kekerabatannya dengan pewaris.
Seperti, kakek yang terhalang karena adanya ayah,
cucu laki-laki dari anak laki-laki terhalang karena
adanya anak laki-laki, dan lain sebagainya.>®

Para ahli waris dalam hijab hirman ada dua

kelompok, vyaitu:

Pertama, ahli waris yang tidak pernah terhalang
secara hijab hirman, ahli waris ini ada 6 (enam)
orang Vyaitu, tiga orang dari pihak laki-laki, mereka
adalah suami, anak laki-laki dan ayah. Dan tiga
orang dari pihak perempuan, Vyaitu istri, anak
perempuan dan ibu. Menurut para ulama mereka
tidak terhijab hirman karena hubungan mereka
dengan pewaris langsung melalui nasab atau
nikah, bukan dari keturunan orang lain.>®

Kedua, ahli waris yang terhalang secara hijab
hirman, berjumlah 19 (sembilan belas) orang,

> Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits. . .h, 229.

°% Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits. . .h, 229.
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terdiri dari ahli waris laki-laki 12 orang dan dari

ahli waris perempuan 9 orang, Yaitu sebagai

berikut>’

a) Dua belas ahli waris yang tehijab hirman
adalah:

1. Cucu laki-laki dari anak laki-laki:
terhalang oleh anak laki-laki, atau oleh
cucu laki-laki dari anak laki-laki yang
kedudukannya lebih dekat kepada pewaris.

2. Kakek dan generasi di atasnya: terhalang
oleh ayah.

3. Saudara laki-laki kandung: terhalang
oleh tiga orang, yaitu anak laki-laki, cucu
laki-laki dari anak laki-laki dan ayah.

4. Saudara laki-laki seayah: terhalang oleh
empat orang, Yaitu anak laki-laki, cucu
laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan
sudara kandung.

5. Saudara laki-laki seibu: terhalang oleh
emapat orang, yaitu anak laki-laki dan anak
perempuan, cucu laki-laki dan cucu
perempuan dari anak laki-laki, ayah dan
kakek.

6. Anak laki-laki saudara kandung:
terhalang oleh enam orang, yaitu anak laki-
laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki,
ayah, kakek, saudara laki-laki kandung dan
saudara laki-laki seayah.

" Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits...h, 230
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BAB VI
AKUNTANSI KEWARISAN

limu faraid erat hubungannya dengan perhitungan
(hisab), karena sebagaimana defenisinya yaitu “iimu
untuk mengetahui siapa yang menjadi ahli waris dan
bukan ahli waris serta bagian mereka masing-masing”.
Untuk bisa mengetahui bagian setiap ahli  waris,
dibutunkan ilmu perhitungan (hisab). Bila tidak, bisa
dipastikan akan terjadi kesalahan dan kekeliruan ketika
menyelesaikan kasus-kasus kewarisan.

Dalam bab ini akan dijelaskan tata cara menetukan
asal masalah (asl al-mas’alah) dan tashiih mas’alah,
karena kedua perkara tersebut selalu dibutuhkan ketika
berhadapan dengan penyelesaian kasus kewarisan.

A. Asal Masalah (asl al-mas’alah), metode dan
patokannya.
1. Pengertian Asal Masalah (asl al-mas’alah)

Asal masalah adalah bilangan yang paling kecil atau
kelipatan persekutuan terkecil, yang bisa diambil darinya
bagian para ahli waris secara benar tanpa ada bilangan
pecahan, dan besarnya bagian itu berbeda sesuai dengan
perbedaan para ahli waris yang ada.®
2. Asal masalah dari farzdah (bagian tetap).

Asal masalah yang telah disepakati oleh para ulama
fardid ada tujuh. Yaitu: 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24.%°

°8 Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits...h, 242

% Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid VI, h. 803-805.
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Asal masalah ini berlaku jika dalam satu kasus
terdapat satu orang penerima bagian tetap (ashabul furid),
atau lebih. Berbeda halnya jika yang ditinggalkan adalah
penerima bagian ‘asabah, maka asal masalahnya tidak ada
batasan, karena mengikuti jumlah mereka (‘adadur ruus),
dengan ketentuan perempuan satu bagian dan laki-laki 2
bagian.

3. Metode dalam menentukan asal masalah.

Terdapat dua metode untuk bisa mendapatkan asal
masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Metode dengan melihat kepada ahli waris, baik itu
penerima ‘asabah atau bagian tetap (askabul
furud) dan bagian mereka masing-masing, sebagali
berikut:

Kaidah pertama, masalah yang berhubungan

dengan penerima bagian ‘asabah dan asal

masalahnya masing- masing.

a) Jika penerima ‘asabah sendiri saja, maka tidak
perlu lagi mengeluarkan asal masalah, karena
tidak ada orang lain yang bersamanya yang
mengambil harta waris. Contohnya jika
ditinggalkan ayah maka harta peninggalan
semua untuknya dan tidak perlu mencari asal
masalah lagi.

b) Jika terdapat banyak penerima ‘asabah, dan
mereka dari kelompok laki-laki, maka asal
masalahnya adalah dari  jumlah  mereka
(‘adadur ruus). Contohnya jika seseorang
meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris,
5 orang anak laki-laki, atau 5 saudara laki-laki,
maka asal masalahnya sudah jelas, vyaitu 5
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sesuai jumlahnya. Dimana setiap mereka
mendapatkan 1 bagian.

Jika terdapat banyak penerima ‘asabah, dan
mereka  dari  kelompok laki-laki  dan
perempuan, penerima ‘asabah bil ghair. Maka
asal masalahnya adalah dari jumlah mereka
(‘adadur ruus), dengan perhitungan laki-laki 2
bagian, dan perempuan 1 bagian. Sesuai
dengan  kaidah  laki-laki  2:1  dengan
perempuan. Contohnya jika ditinggalkan anak
laki-laki dan anak perempuan, asal masalahnya
adalah 3, dimana anak laki-laki mendapat 2
bagian dan anak perempuan 1 bagian. Contoh
lain, seseorang  meninggal dunia, dan
meninggalkan ahli waris 1 orang saudara laki-
laki kandung dan 4 orang saudara perempuan
kandung, maka asal masalahnya adalah 6,
dimana bagian 1 orang saudara laki-laki
kandung adalah 2 dan 4 saudara perempuan
kandung bagiannya adalah 4, setiap 1 orang
dari mereka menerima 1 bagian, berlaku
ketentuan 2:1.

Kaidah kedua, masalah yang berhubungan
dengan penerima bagian tetap (ashabul furid).

a)

Jika penerima bagian tetap (ashabul furid)
sendiri saja. Maka asal masalahnya adalah dari
bagian tetapnya tersebut, dengan melihat
magam (penyebut) terkecil dari bagian tetap
tadi. Kemudian perhatikan, jika penerima
bagian tetap hanya sendiri tanpa ada ‘asabah,
maka penyebut terkecil dari bagian tetap
dijadikan sebagai asal masalah, sementara
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sisanya nanti juga menjadi haknya melalui
jalur rad®. Contohnya jika yang ditinggalakan
adalah ibu, maka bagiannya 1/3, asal masalah
adalah 3 (bilangan terkecil dari penyebut
bagian tetapnya) dan sisa 2/3 bagian lagi juga
di berikan untuk ibu karena merupakan
penerima rad (sisa). Artinya ibu mengambil
bagian tetap dan juga rad (sisa).

b) Jika penerima bagian tetap (ashabul furiid)
bersama dengan penerima ‘asabah, maka asal
masalah  diambil dari magam (penyebut)
terkecil dari bagian tetap dan sisanya diberikan
kepada  penerima ‘asabah.  Contohnya
seseorang meninggal dunia dan meinggalkan
ahli waris, istri dan anak laki-laki, maka
bagian istri adalah 1/8, anak laki-laki
mendapatkan ‘asabah binnafsi. Asal
masalahnya 8 (dari penyebut terkecil bagian
tetap), sehingga ibu mendapatkan 1/8 bagian
dan sisanya 7/8 diberikan untuk anak laki- laki.

Kaidah ketiga, masalah yang berhubungan

dengan banyaknya penerima bagian tetap (ashabul

furid), baikk di dalamnya terdapat penerima

‘asabah atau tidak. Penyelesaianya adalah dengan

melihat jenis bagian tetap, jenis bagian tetap

terbagi kepada dua kelompok yaitu:

1) 1/2,1/4 dan 1/8

2) 1/3,2/3 dan 1/6.

0 vaitu suatu masalah ketika terdapat kelebihan asal
masalah/harta, maka sisa tersebut diberikan untuk ahli waris penerima
rad. Jelasnya akan dibahas pada bab berikutnya dalam buku ini.
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Untuk mengetahui asal masalah dari dua
kelompok tersebut, adalah sebagai berikut:

1)

2)

Jika penerima bagian tetap berasal dari satu
kelompok, baik kelompok pertama (1/2, 1/4
dan 1/8) atau kelompok kedua (1/3, 2/3 dan
1/6), maka asal masalahnya adalah penyebut
(magam) terbesar dari kelompok tersebut.
Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah
anak perempuan, istri, dan saudara perempuan
kandung. Maka, anak perempuan mendapatkan
1/2, istri mendapatkan 1/8, dan saudara
perempuan mendapatkan ‘asabah maal ghair.
Jadi asal masalahnya adalah 8. Contoh Ilain
jika yang ditinggalkan adalah ibu, 2 saudara
perempuan kandung, dan 2 saudara perempuan
seibu. Maka, bagian ibu 1/6, 2 saudara
perempuan kandung 2/3, dan 2 saudara
perempuan seibu 1/3. Berarti asala masalahnya
adalah 6.

Jika penerima bagian tetap bercampur antara
dua jenis kelompok tadi, maka penentuan asal
masalahnya adalah sebagai berikut:

Patokan pertama, jika bagian 1/2 dari
kelompok pertama, berjumpa  dengan
kelompok kedua (1/3, 2/3 dan 1/6), sebagian
atau seluruhnya, maka asal masalah adalah 6.
Contohnya, ahli waris yang ditingalkan adalah
suami, ibu dan 2 saudara perempuan seibu,
maka suami mendapatkan 1/2, ibu 1/6, dan 2
saudara perempuan seibu 1/3. Jadi, asal
masalahnya adalah 6.
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BAB VIII
‘AUL

A. Pengertian ‘Aul

‘Aul secara etimologi mempunyai beberapa arti, di
antaranya: al-mailu ‘anil hag wa al-jaar (kecenderungan
untuk takut dan tidak adil), al-ziyadah (bertambah), al-
irtifa’ (naik/meluap), seperti dalam kata ‘ala al-mau iza
zdda wa irtafa’a ‘an haddihi (air yang naik jika ditambah
dan melampaui batasannya), dan ‘aul dalam faraid yaitu
bertambahnya hitungan dalam faraid dengan bertambah
sahamnya, maka berkuranglah bagian bagi ahli faraid.®*

Sedangkan  ‘aul secara  terminologi adalah
bertambahnya saham (bagian) masalah dari aslinya, yang
menjadikan berkurangnya bagian yang akan diterima oleh
ahli waris.®> Dikatakan ‘au/ karena dalam praktek
pembagian  warisan, angka asal masalah  harus
ditingkatkan atau dinaikkan sebesar angka bagian yang
diterima oleh ahli waris yang ada. Langkah ini diambil,
karena apabila pembagian warisan diselesaikan menurut
ketentuan yang semestinya, maka akan terjadi kekurangan
harta.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 192,
disebutkan bahwa “Apabila dalam pembagian harta
warisan di antara ahli waris zawil furiid menunjukkan
bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut,
maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka
pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagikan

1 Ibnu Manzir al-Ifiiqi, Lisan al-‘drab,..Jilid 1X, h.478-
480
82 <Ali bin Muhammad al-Jarjani, al-Ta rifat,..h. 205
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secara ‘aul menurut angka pembilang”. Dengan demikian,
berarti tidak ada perbedaan antara defenisi terminologi
yang telah dirumuskan oleh para ulama faraid dengan
kompilasi hukum islam di Indonesia.

B. Latar Belakang Terjadinya ‘Aul

Pada zaman Rasulullah saw. sampai dengan
kekhalifahan Abu Bakar, masalah ‘au/ ini belum pernah
timbul®® Ini berarti bahwa pada masa-masa ini
kemungkinan besar memang tidak didapati peristiwa
kematian dengan meninggalkan struktur kewarisan seperti
yang terdapat dalam masalah-masalah ‘aul. Atau boleh
jadi karena pada masa-masa itu tidak ada kasus yang
menuntut penyelesaian secara ‘aul.®*

Wajar kiranya kalau ijtinad ini baru muncul ketika
kekhalifahan Il di masa pemerintahan Khulafa al-
Rasyidzn, sekaligus menandai bahwa kasus  ‘aul
merupakan salah satu produk hukum vyang dilahirkan
lewat ijtihad sahabat yang kemudian menjadi ijjma’ ulama
(fugaha). Sehingga wajar pula jika di dalamnya terdapat
pro kontra terhadap masalah ini.

Para ahli hukum memperselisihkan siapa diantara
para sahabat yang pertama kalinya mempelopori
pembagian harta warisan secara ‘au/ ini? Sebagian
mereka menyatakan bahwa orang yang pertama
memecahkan persoalan kewarisan dengan ‘aul ini adalah
Umar bin Khattab, sebagian lagi mengatakan Abbas bin

®3 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: Alma’arif,
1975), h. 409.

% Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1999), h. 426-427
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Abdul Muthalib, di lain pihak bahwa Zaid bin Tsabitlah
orangnya. °°

Pengarang kitab Al-Mabsus menyatakan bahwa
orang yang pertama kali membicarakan tentang ‘aul ini
adalah Abbas. Karena sayyidina Abbas mengatakan
kepada Umar tentang suatu kejadian yang terdapat
lebihnya bagian waris daripada harta peninggalan.
Kemudian di ‘aulkanlah bagian-bagian mereka itu. Di lain
pihak dikatakan bahwa Ibnu Abbas ditanya seseorang:
“Siapakah yang pertama kali membicarakan ‘aul dalam
masalah faraid? Ibnu Abbas pun berkata: ‘“Sayyidina
Umar.”®® Hal itu beliau lakukan ketika fard (bagian tetap)
yang harus diberikan kepada ahli waris bertambah
banyak.

Bukanlah merupakan persoalan siapa diantara
mereka yang pertama kali menetapkan cara-cara ‘aul ini,
yang jelas kasus ini muncul di saat khalifah Umar
menjabat sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai
orang penentu, maka tepatlah kiranya kalau dikatakan
bahwa beliaulah orang yang pertama menyelesaikan kasus
‘aul tersebut. Sebab dalam riwayat disebutkan bahwa
beliau pernah didatangi salah seorang sahabat yang
menanyakan penyelesaian suatu masalah  “Seseorang
meninggal, meninggalkan waris-waris yang terdiri dari
seorang suami, dan dua orang saudara perempuan
kandung. Beliau kemudian bermusyawarah dengan Zaid
dan Abbas dengan perkataan: “Jika kumulai dengan
memberikan kepada suami atau kepada dua orang saudara

5 Muhammad Yusuf Musa, Al Tirkah wal Mirats fi al-
Islam. (Kairo: Dar al-Ma’rifah,1967), h. 322

 Muhammad Yusuf Musa, Al Tirkah wal Mirats fi al
Islam...h. 322.
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perempuan, niscaya tidak ada hak yang sempurna bagi

yang lain.”®’

Yang demikian itu dimaksudkan dengan fard
(bagian tetap) suami sebanyak seperduanya, sedangkan
saudara perempuan dua pertiga. Kalau dibagikan sesuai
fard (bagian tetap) mereka, harta warisan tidak akan
cukup karena lebih dari satu. Padahal harta warisan selalu
dipandang sebagai satu kesatuan. Dalam
permusyawarahan itu, kemudian Abbas mengatakan
dengan: o=i 4l Vel (‘aulkan Faraid), artinya berikan
sesuai dengan jumlah saham yang mereka punya,
meskipun asal masalah menjadi berkurang. Lantas
khalifah  Umar  memutuskan  permasalahan  tersebut
dengan cara meng’aulkan yang semula masih beliau
ragukan. Dari latar belakang terjadinya ‘aul ini dapat
ditarik suatu pengertian bahwa:

1. Kasus ‘aul ini terjadi di kekhalifahan 1l masa-masa
Khulafa  al-Rasyidun, disebabkan tidak pernah
munculnya persoalan dimaksud di masa Nabi dan
khalifah Abu Bakar. Sebab seandainya ini terjadi,
pastilah ada keterangan ataupun hadits Nabi saw. yang
berkenaan dengan masalah  penyelesaian  kasus
tersebut, dan ada kemungkinan pula Abu Bakar
menerapkan persoalan tersebut di masa pemerintahan
beliau. Sementara ‘aul itu sendiri merupakan satu
diantara produk hukum dari hasil ijtihad.

2. Kasus ‘aul yang pertama Kali terjadi adalah asal
masalah 6 ‘aul ke 7, sebab warisnya terdiri dari
seorang suami dan dua orang saudara perempuan

87 Fatchur Rahman, llmu Waris,...h. 410
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kandung, yang masing-masing memiliki fard (bagian
tetap) 1/2 dan 2/3.

C. Perselisinan Pendapat Tentang ‘Aul

Dengan memperhatikan uraian mengenai latar
belakang terjadinya ‘aul, Kkhalifah Umar menyelesaikan
kasus tersebut dengan cara memperbesar asal masalahnya
yang mengakibatkan berkurangnya bagian yang harus
diterima para waris, seperti dalam kasus pertamanya
seorang suami yang berhak 1/2 harta warisan, justru
hanya bisa mendapatkan sebesar 3/7 nya saja dari seluruh
harta warisan. Begitu juga dengan dua orang saudara
perempuan kandung yang hanya mendapatkan 4/7,
padahal sebelumnya ia memiliki fard 2/3.

Hasil penyelesaian yang diterapkan ini, kemudian
menjadi perbincangan para fugaha khususnya di masa itu,
dan bahkan telah menjadi satu diantara masalah-masalah
yang diperselisinkan secara meluas di kalangan mereka.®®
Dalam artian telah terjadi pro dan kontranya sebagian
mereka dalam menanggapi masalah demikian. Ini dapat
dilihat pada alasan yang dikemukakan dengan para
pelopor serta pendukungnya masing-masing, yang pada
prinsipnya terdapat dua kelompok besar, yakni:

1. Ibnu Abbas menyatakan bahwa pada lahirnya, ayat-
ayat kewarisan itu telah menjelaskan furidul
mugaddarah (bagian tetap) secara sempurna, karena
itu setiap ashab (ahli waris) haknya harus dipenuhi
selagi keadaan memungkinkan, jika tidak, maka hak
sebagian waris, seperti anak-anak perempuan atau
saudara perempuan hendaknya tidak dipenuhi

® Muhammad Yusuf Musa, 4! Tirkah wal Mirats fi al-
Islam... .h. 321
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BAB IX
RAD

A. Pengertian Rad

Rad secara etimologi memiliki beberapa makna, di
antaranya: al-sarfu (pertukaran), al-irja’u (pengembalian),
al-i’adah (penambahan), al-rafdu (penolakan) dan al-
man u (pencegahan).®®

Sementara rad secara terminologi  adalah
kebalikan dari ‘aul/, yaitu berkurangnya jumlah saham

(bagian) ahli waris dan bertambahnya asal masalah

waris.”® Atau rad adalah mengembalikan apa yang tersisa

dari bagian tetap (ashab al-furud) kepada mereka sesuai
dengan besar kecilnya bagian mereka apabila tidak ada
ashab al- ‘asabah (penerima sisa).”*

B. Pendapat Ulama Tentang Rad

Tidak ada nas khusus yang terdapat dalam al-

Qur’an dan al-hadis tentang rad. Karena itu, para sahabat,

tabi’in dan para imam mazhab fikin berbeda pendapat

tentangnya. Perbedaan mereka dapat dikelompokkan
menjadi dua, sebagaimana pembahasan berikut ini.

1. Pendapat Zaid bin Sabit, Urwah, az-Zuhri, Imam
Malik, Imam Syaf’i dan Ibnu Hazmin al-Zahir,
bahwa tidak ada rad dalam waris mewarisi dan harta
yang tersisa setelah diambil oleh penerima bagian
tetap (ashab al-furud), diserahkan ke baitul mal.”

% Ibnu Manzir al-Ifiiqi, Lisan al-‘4rab,..Jilid V, h. 184

" Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid V1, h. 787.

" <Ali bin Muhammad al-Jarjani, al-Ta rifat,..h. 147

2 Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits...h, 265
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Alasan mereka adalah Allah telah menetapkan
setiap bagian tetap (ashab al-furud) kepada seluruh
ahli waris. Oleh karena itu tidak boleh ditambah
dengan bagian yang lain, sebab merupakan perbuatan
yang melampaui batas terhadap ketentuan Allah.
Dimana setelah menerangkan bagian untuk askab al-
furud, Allah berfirman dalam surah an-Nisa’ ayat 13
dan 14, sebagai berikut:

O P ,AJ,M” & dﬂ Cay AT 30 s

Sl 235 G s VT s N

-2 8. 828 IR

stl}-.)..: 20D 9l -\.a...:) ;dJ)m)j AJJ‘u.a.su ’A‘j sﬁ/}/o.hja:.]l

Ff;‘j\_)t.@.: ‘J‘.LC "d) L@.J |JJ._>- ‘J
(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-
ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah
dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya
kedalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah
kemenangan yang besar. dan Barangsiapa yang
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar
ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah
memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal
di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.
Dan Rasul juga bersabda setelah turun ayat waris,
A Ga e K el B
“Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap
orang yang memiliki hak akan hartanya "
Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa
barangsiapa yang melampaui batas yang telah

disyariatkan dan terhadap bagian yang telah ditetapkan,

3 Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab wasiat, bab
tidak ada wasiat untuk ahli waris, hadis no. 2713. Lihat Muhammad
bin Yazid bin Majah, Sunan Ibnu Majah,..., h. 390-391
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akan mendapatkan sanksi keras. Setiap perbuatan yang
ada sanksi adalah haram. Oleh karenanya, rad haram
dan tidak boleh dilakukan. Sehingga sisa harta setelah
diambil oleh penerima bagian tetap (ashabul furid),
jika  tidak  terdapat  ‘asabah  (penerima  sisa)
dikembalikan kebaitul mal.

2. Pendapat Jumhur Shabat dan tabi’in yang terdiri dari
Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Usman bin
‘Affan, dan ‘Abdullah bin Mas’ud, demikian juga
mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa
Sisa setelah dambil oleh penerima bagian tetap
(ashabul furid), jika tidak ada ‘asabah maka
dikembalikan kepada ashabul furid sesuai dengan
bagian mereka masing- masing.”*

Alasan mereka adalah firman Allah surah al-Anfal
ayat 75:

P . N e R xaé/

Q::gjg fﬂlg:,‘.'_zgéy,a.&,\:: J)‘ V.‘k,ja.’.gf\?)ﬁ‘ ‘jjj‘j
orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya

(daripada yang bukan kerabat.
Ayat ini mempunyai makna umum, Vyaitu setiap

orang yang terikat dengan hubungan rahim lebih
utama untuk menerima warisan daripada yang lain.
Dengan demikian, mereka berhak mengambil sisa dari
harta waris.

Alasan lain yang dijadikan landasan pendapat
jumhur ulama adalah, ‘ashabul furad (penerima
bagian tetap) lebih berhak daripada baitul mal, sebab
posisi ‘ashabul furiid lebih kuat dengan dua keadaan,

™ Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits. . .h, 266.
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yaitu hubungan kekerabatan dengan agama dan nasab.
Sementara menyerahkan sisa kebaitul mal itu hanya
karena satu sebab, yaitu kekerabatan dengan agama.
Sehingga sisa bagian setelah diambil oleh penerima
bagian tetap lebih berhak dan utama diberikan kepada
mereka penerima bagian tetap (‘ashabul furiid)
daripada ke baitul mal.

C. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Rad.

Meskipun sebagian ulama sepakat mengenai rad
yaitu ketika terdapat sisa harta, dikembalikan kepada

‘ashabul furiid jika tidak ada penerima ‘asabah, akan

tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ‘ashabul furiid

mana saja yang berhak untuk menerima sisa setelah
mereka mengambil bagiannya tersebut. Terbagi kepada
empat pendapat para ulama, yaitu:

1. Pendapat Ali bin Abi Thalibb, Umar bin Kbhattab,
jumhur sahabat dan tabi’n, Hanafiyah, Hanabilah dan
ulama-ulama Syafi’iyyah generasi berikutnya, bahwa
sisa harta rad tidak diserahkan kecuali kepada
‘ashabul  furiid secara nasab, dan tidak boleh
diserahkan untuk ‘ashabul furiid karena sabab (sebab)
yaitu suami atau istri.”®

Pendapat ini berdaskan surah al-anfal ayat 75,
“orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu
sebagiannya lebih Dberhak terhadap sesamanya
(daripada yang bukan kerabat.”. oleh karenanya,
suami dan istri dapat mewarisi bukan karena nasab,
melainkan karena sebab perkawinan, dan ini terputus
jika salah seorang diantara mereka meninggal dunia.

> Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits. . .h, 268.
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Sehingga jika mereka mewarisi berarti menyalahi
givas nas. Karena itu, bagian warisan untuk suami dan
istri hanya apa yang ada dalam nas, dan tidak ada
pengembalian sisa kepada mereka karena tidak ada
dasarnya. Berbeda halnya dengan pewarisan karena
sebab nasab, tentu akan tetap kekal walaupun ahli
waris telah meninggal dunia. Sehingga, tidak ada
alasan untuk tidak memberikan sisa bagian bagi ahli
waris sebab nasab untuk mewarisi dengan jalur rad
disebabkan mereka lebih berhak mewarisi daripada
orang lain.

2. Pendapat Usman bin ‘Affan bahwa pengembalian sisa
diserahkan kepada selurun penerima bagian tetap
(ashabul furud) tanpa terkecuali. Beliau beralasan
bahwa suami atau istri juga menanggung kekurangan
pada bagian mereka ketika terjadi kasus ‘aul, mereka
juga  wajib  menerima tambahan ketika ada
pengembalian sisa, karena memberikan utang pasti
selalu ada pengembaliannya.’®

3. Pendapat Ibnu ‘Abbas, bahwa pengembalian sisa rad
diserahkan kepada ashabul furiid selain suami istri
dan nenek, jika nenek bersama dengan penerima
bagian tetap yang memiliki hubungan kekerabatan
karena nasab. Jika tidak ada, nenek bisa mendapatkan
pengembalian sisa melalui jalur rad. Dalil yang
digunakan ibnu Abbas adalah sabda Rasul saw. “Beri
makanlah para nenek dengan bagian seperenam
(1/6)”. Sehingga nenek tidak boleh mendapatkan
bagian lebih dari yang ditetapkan, kecuali jika

® Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits. . .h, 266.
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BAB X
GHARRAWAIN DAN MUSYTARAKAH

A. Gharrawain dan Pembahasannya.
1. Pengertian Gharrawain
Lafaz gharrawain adalah bentuk tasniyyah dari

lafaz gharra yang berarti cemerlang, gharrawain berarti
dua hal yang cemerlang, yaitu dua masalah waris yang
sangat popular seperti bintang yang bersinar terang
benderang.”’

Gharrawain disebut juga dengan gharibatain,
karena kedua hal ini sangat jarang ditemukan dalam kasus
waris, juga disebut dengan gharimatain, karena setiap istri
bagaikan orang yang berhutang, dan ayah bagaikan ahli
waris yang mengambil bagian lebih dari bagian waris
mereka. Disebut juga dengan Umariyatain, karena Umar
bin Khattab, orang pertama yang memutuskan bagian
untuk ibu dalah 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami
atau istri. Kemudian hal ini disepakati oleh jumhur
sahabat, dan ulama-ulama setelahnya.®
2. Pembagian Gharrawain.

Kasus Gharrawain ini hanya terjadi dalam 2 (dua)
kemungkinan saja, yaitu:”®
1. Jika seseorang yang meninggal dunia  hanya

meninggalkan ahli waris:
1) Suami
2) by, dan

" Muhammad bin Muhammad Sabt al-Mardini al-Syafi’,
Syarah Rahbiyyah Fi al-Faraid..., h. 62

8 Muhammad bin Muhammad Sabt al-Mardini al-Syafi’i,
Syarah Rahbiyyah Fi al-Faraid..., h. 62

" Nashir bin Muhammad Bin Musyarl al-Ghamidi, al-
Khullasah Fi ‘Ilmi al-Faraid,... h. 198.
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3) Ayah.
2. Jika seseorang yang meninggal dunia  hanya
meninggalkan ahli waris:
1) Istri
2) by, dan
3) Ayah.

Adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang
tinggal disini adalah ahli waris yang tidak terhijab, karena
boleh jadi ahli waris yang lain masih ada, akan tetapi
mereka terhijab oleh ayah.

Jadi apakah sesuatu kasus warisan itu merupakan
kasus gharrawain atau tidak, dapat diketahui setelah
menentukan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris dari
si pewaris, kemudian siapa-siapa yang terhijab, dan
ternyata ahli waris yang berhak untuk mendapat waris
hanyalah (terdiri dari), suami, ibu dan ayah atau istri, ibu,
dan ayah.

Apabila  ternyata ahli waris yang berhak
mendapatkan warisan hanya terdiri dari suami, ibu dan
ayah atau istri, ibu, dan ayah, maka dapat dipastikan
bahwa persoalan kewarisan tersebut adalah persoalan
yang khusus (istimewa) yang diistilahkan dengan
Gharrawain.

3. Cara Penyelesaian Gharrawain.

Adapun cara penyelesaian kasus dalam masalah
gharrawain, tidaklah seperti penyelesaian kasus-kasus
kewarisan pada umumnya, sebab apabila diselesaikan
secara biasa maka hasilnya sebagai berikut:

Contoh Kemungkinan Pertama, dimana dalam
sebuah kasus yang ditinggalkan oleh pewaris adalah
suami, ibu dan ayah.
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Ahli Waris Bagian 6
Suami 1/2 3
Ibu 1/3 2
Ayah ‘Asabah binnafsi 1

Jika melihat pada penyelesaian kasus di atas, maka
disitu dijumpai kejanggalan yaitu bagian ibu lebih besar
atau 2:1 dari pada bagian ayah, sehingga hal ini tidak
sesuai dengan kaidah al-Qur’an “bagian laki-laki 2:1 dari
pada bagian perempuan”, artinya seharusnya ayah
mendapatkan 2 bagian dan ibu mendapatkan 1 bagian.
Justru yang terjadi adalah sebaliknya.

Maka menyikapi hal tersebut, khusus untuk kasus
ini, Umar memutuskan dengan memberikan bagian untuk
ibu 1/3 dari sisa harta setelah diambil oleh suami. Dengan
demikian, penyelesaiannya adalah sebagi berikut:

Ahli Waris Bagian 6
Suami 12 3
Ibu 1/3 dari Sisa 1
Ayah ‘Asabah binnafsi 2

Keterangan: suami mendapat bagian 1/2, ibu 1/3 dari
sisa harta setelah diambil oleh suami, dan ayah
mendapatkan bagian ‘asabah (sisa), penyebut 2 dan 3
merupakan bentuk tabayun, maka untuk mendapatkan
asal masalah dikalikan keduanya 2x3=6 (menjadi asal
masalah). Kemudian bagian suami 1/2x6=3, bagian
ibu 1/3 dari sisa setalah diambil oleh suami, berarti 6-
3=3 (sisa), jadi bagian ibu adalah 1/3x3 (sisa)=1,
sedangkan bagian ayah adalah mengambil seluruh sisa
yang ada setelah diambil oleh suami dan ibu yaitu 2
bagian.

Contoh Kemungkinan Kedua, seseorang meninggal

dunia dan meninggalkan ahli waris istri, ibu dan ayah.
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Ahli Waris Bagian 12
Istri 14 3
Ibu 13 4

Ayah ‘Asabah binnafsi 5

Penyelesaian kasus di atas, juga menunjukkan

bahwa bagian yang diperoleh oleh ibu lebih besar dari
ayah karena patokan yang digunakan dan tersebut dalam
al-Quran  bagian ayah itu jika pewaris tidak
meninggalkan anak, yang ada hanya ayah dan ibu, disitu
ibu dapat 1/3 sedangkan ayah dapat sisa 2/3 atau dengan
perbadingan bagian ayah 2:1 dengan bagian ibu.
Menyikapi hal tersebut, Umar juga memutuskan
dengan memberikan bagian untuk ibu 1/3 dari sisa harta

setelah ~ diambil ~ oleh  istri.  Dengan  demikian,
penyelesaiannya adalah sebagi berikut:
Ahli Waris Bagian 12
Istri 14 3
lou 1/3 dari Sisa 3
Ayah ‘Asabah binnafsi 6
Keterangan: penyebut (magam) setiap ahli waris

adalah 4, dan 3, merupakan bentuk tabayun, maka asal
masalahnya 12. Bagian istri 1/4x12=3, jadi sisanya
adalah (12-3=9), ibu mendapatkan bagian 1/3 dari sisa
setelah diambil oleh istri, yaitu 1/3x9=3, dan ayah
mendapatkan sisa 6. Disini, diketahui bahwa bagian
ayah dan ibu sudah sesuai dengan aturan al-Qur’an.

Perlu diingat, bahwa untuk memudahkan dalam
penyelesaiannya, tempatkan suami atau istri di tempat
yang paling atas, sebab 1/3 dari sisa merekalah (setelah
dikeluarkan bagian mereka) untuk bagian ibu.
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Apabila dalam sebuah kasus, istri lebih dari satu,
maka akan mengakibatkan perbandingan jumlah waris
(istri) dengan jumlah bagian yang mereka peroleh tidak
akan pas (pecahan), maka untuk penyelesaiannya haruslah
di tashih (mencari asal masalah baru yang tidak
memunculkan  bilangan pecah ketika dibagi dengan
jumilah ahli waris).

Contohnya, ahli waris yang ditinggalkan adalah 4
istri, ibu dan ayah. Harta yang ditinggalkan 240 juta.

Ahli Waris Bagian 12 48
4 Istri 14 3 12
Ibu 1/3 dari Sisa 3 12
Ayah ‘Asabah binnafsi 6 24

Keterangan: penyebut (magam) setiap ahli waris
adalah 4, dan 3, merupakan bentuk tabayun, maka asal
masalahnya 12. Bagian istri 1/4x12=3, jadi sisanya
adalah (12-3=9), ibu mendapatkan bagian 1/3 dari sisa
setelah diambil oleh 4 istri, yaitu 1/3x9=3, dan ayah
mendapatkan sisa 6. Oleh karena bagian istri adalah 3
dan mereka berjumlah 4 orang maka 3 jika dibagikan
untuk 4 orang menghasilkan bilangan pecah. Sehingga
perlu di tashih, dengan cara mengalikan asal masalah
12 dengan jumlah mereka (‘adadur ruus), 12x4=48
(asal masalah baru), kemudian 4 dikalikan dengan
semua bagian ahli waris. 4 orang istri, 4x3=12 setiap
satu orang dapat bagian 3. Bagian ibu, 3x4=12. Dan
bagian ayah 6x4=24.

Kadar satu bagian =harta:asal masalah

=240 juta:48 =5 juta.
Bagian 4 istri =12x5 juta =60 juta
Bagian ibu =12x5 juta =60 juta
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Bagian ayah = 24x5 juta =120 juta
Jumlah 240 juta

Jadi, Setiap 1 istri dapat 15 juta.

4. Perbedaan Pendapat Ulama Tentang Gharrawain.
Setidaknya ada tiga pendapat ulama terhadap
kasus ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Umar bin Khattab, jumhur sahabat, dan
empat imam mazhab, dan para ulama generasi
selanjutnya, bahwa jika dalam sebuah kasus terdiri
dari suami atau istri, ayah dan ibu, maka bagian ibu
tidak mengambil 1/3 bagian dari harta waris, akan
tetapi 1/3 dari sisa setelah diambil oleh suami atau
istri.8°

Alasan dari pendapat ini adalah sebagai berikut:
Pertama, firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat
11:

e PRI PN 243,535 A3 A S5 oL
jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak
dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka
ibunya mendapat sepertiga; ...(Q.S.An-Nisa’: 11)

Dari ayat di atas jelas bahwa, ayah dan ibu
jikka hanya berdua dalam mewarisi, maka ibu
mendapatkan bagian 1/3 dan ayah sisa 2/3 yaitu
bagian ibu setengah dari bagian ayah (2:1).

Kedua, kaidah waris yaitu jika berkumpul laki-laki

dan perempuan dalam satu kasus dan derajat mereka

dinisbatkan kepada pewaris sama dekatnya. Maka,
bagian laki-laki dua kali lebih besar dari perempuan.

Jika diberikan kepada ibu 1/3 bagian secara

®=0

8 Nashir bin Muhammad Bin Musyarl al-Ghamidi, al-
Khullasah Fi ‘Ilmi al-Faraid,... h. 198.
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BAB XI
KEWARISAN KAKEK BERSAMA SAUDARA

A. Pengertian Kakek dan Saudara.

Makna kakek dalam hukum waris terbagi dua
macam, yaitu:

1. Kakek sahih, adalah kakek yang hubungan nasabnya
dengan pewaris tidak diselingi oleh perempuan,
seperti ayahnya ayah, ayah dari ayahnya ayah dan
seterusnya ke atas.®*

2. Kakek fasid, adalah kakek yang nasabnya dengan
pewaris diselingi oleh perempuan. seperti ayahnya
ibu, ayah dari ibunya ayah.®? Hal ini didasarkan sesuai
dengan kaidah yang menyatakan bahwa apabila di
antara orang laki-laki dimasuki orang perempuan,
maka kakek itu bukan sejati. Apabila tidak dimasuki
orang perempuan, maka merupakan kakek sejati.
Sekalipun tinggi derajatnya, seperti ayahnya ayah,
ayahnya dari ayahnya ayah, ayahnya ayah dari
ayahnya ayah. Demikianlah seterusnya sampai Nabi
Adam as.

Jadi yang dimaksud dengan kakek dalam
pembahasan ini adalah kakek sahih, yaitu kakek yang sah,
atau sering pula disebut dengan istilah kakek sejati,
merupakan orang yang bisa menempati kedudukan ayah
dalam menerima warisan di saat ayah pewaris tidak ada.

Sementara itu, yang dimaksud dengan saudara
disini adalah saudara kandung baik laki-laki maupun

81 Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits..., h. 169

82 Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits..., h. 169
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perempuan, dan juga saudara seayah baik laki-laki
maupun perempuan, sendiri atau banyak. Adapun saudara
seibu laki-laki atau perempuan, mereka terhijab oleh
kakek, sebagaimana yang telah disepakati oleh jumhur
ulama.
B. Hukum Waris Antara Kakek dan Saudara
Persoalan  pembagian warisan antara  kakek
bersama saudara ini dianggap sebagai suatu permasalahan
yang rumit dalam perkembangan hukum waris Islam.
Karena merupakan persoalan dua golongan Kkeluarga
nasabiyah dengan pewaris melalui jalur laki-laki yang
sama, yakni ayah pewaris, dimana kakek adalah orang tua
dari ayah dan saudara merupakan turunan dari ayah.
Masalah ini tidak terdapat penjelasannya baik
dalam al Qur’an ataupun hadits Nabi saw., sehingga
mayoritas sahabat sangat berhati-hati dalam menangani
kasus ini. Bahkan mereka cenderung sangat berhati-hati
untuk mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan
kasus ini. Ini terungkap dalam beberapa pernyataan
sahabat seperti Ibnu ‘Umar berkata:
DA e J&55a0 el des e K50
“Orang yang paling berani diantara kalian untuk
membagikan warisan kakek dengan saudara, maka
dialah orang yang paling berani masuk dalam

neraka &
Demikian juga halnya dengan sahabat Ali bin Abi

Thalib yang mengatakan dengan:
558Y15 380 Gy e daa 20158 A5G G850 (a

8 Dikeluarkan oleh ‘Abdu al-Razzaq, dalam kitab faraid,
bab bagian tetap kakek, Hadis no. 19047, Lihat Abu Bakar ‘Abdu al-
Razzaq bin Hammam al-Sun’ani, al-Musannif, (Beirut: al-Maktab al-
Islami, 1403), Jilid X, h. 262.
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“Barang siapa yang senang terjun ke dalam neraka
Jahannam, maka putuskanlah kewarisan kakek yang
bersama dengan saudara.”®*

Ketentuan dan kehati-hatian mereka memang

sangat beralasan, karena di samping tidak adanya nas
yang menjelaskan mengenai masalah dimaksud, juga
didasarkan pada adanya kekhawatiran tentang hasil ijtinad
yang salah. Terlebih lagi dalam masalah  yang
berhubungan dengan materi/fhak  kepemilikan. Mereka
takut akan berbuat zalim atau aniaya dengan memberikan
hak waris kepada orang yang tidak berhak atau
sebaliknya.

C. Pendapat Fugaha Tentang Hak Waris Kakek

Bersama Saudara

Meski sebelumnya ada semacam kekhawatiran
dari para sahabat untuk melakukan ijtihad mengenai
masalah kewarisan kakek bersama saudara ini, tetapi
akhirnya kekhawatiran itupun hilang bersamaan dengan
munculnya ijtihad para salaf al-salihin  dan imam
mujtahidin yang telah dibukukan secara lengkap dan
detail beserta dalil-dalilnya. Kaitannya dengan ijtihad ini,
para imam mujtahid berbeda pendapat dalam menetapkan
hukum kewarisan kakek bersama dengan saudara, yang
terbagi kepada dua pendapat yaitu:

1. Pendapat Abu Bakar As-Siddig, Ibnu Abbas, ‘Usman,
Ibnu al-Zabw, ‘Ubadah bin Samit, lbnu Sirin, ibnu
‘Umar dan Abu Hanifah, bahwa kedudukan kakek
sama dengan ayah, jika ayah tidak ada, sehingga dapat

8 Dikeluarkan oleh ‘Abdu al-Razzaq, dalam kitab faraid,
bab bagian tetap kakek, Hadis no. 19048, Lihat Abu Bakar ‘Abdu al-
Razzaq bin Hammam al-Sun’ani, al-Musannif..., Jilid X, h. 262-263.
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menghijab saudara sekandung dan seayah secara
mutlak.®°
Alasan kelompok pendapat pertama ini adalah,
Pertama, firman Allah surah an-Nisa’ ayat 176, yang
menjelaskan bahwa syarat mendapatkan warisan saudara
laki-laki atau perempuan itu jika dalam masalah kalalah,
yaitu  barangsiapa  yang  meninggal dan  tidak
meninggalakan anak dan ayah, maka kakek juga termasuk
ayah. Kedua, bahwa penggunaan kata “Ab” (ayah) dalam
al-Qur'an maupun al-Sunnah menunjuk kata ‘jadd”
(kakek) sebagaimana terdapat dalam firman-Nya surah al-
Hajj ayat 78, “(lkutilah) agama orang tuamu Ibrahim..”
dan dalam surah Yusuf ayat 38, “Dan aku mengikuti
agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim.”®°
Ketiga, di saat ayah tidak ada, kakek menempati
kedudukan ayah. Ini sama dengan cucu laki-laki dari anak
laki-laki yang bisa menempati posisi anak laki-laki, jika ia
tidak ada. Sehingga wajar kiranya kalau kakek
menghalangi saudara untuk mewarisi. Selain itu alasan
yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini adalah
mendasarkan pada segi derajat kekerabatan, kakek
menempati derajat usul (asal), sedangkan saudara berada
dalam “jihat” menyamping (ukhuwwah) dalam prinsip
penerimaan “‘asabah binnafsi. Yang demikian inipun
sejalan dengan perintah Rasulullah saw.: “Bagikanlah
harta peninggalan (warisan) kepada yang berhak, dan
apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling

8 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid V1, h. 774, 781, 786.

8 Nashir bin Muhammad Bin Musyarl al-Ghamidi, al-
Khullasah Fi ‘Ilmi al-Faraid,... h. 308
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BAB XIllI
KEWARISAN MAFQUD

A. Pengertian Mafqad.

Mafqid secara etimologi merupakan isim maf il
yang diambil dari kata ‘fagada’ (hilang) yaitu sesuatu
yang pergi tanpa kembali. Firman Allah surah an-Naml
ayat 20 “dan Dia memeriksa burung-burung lalu berkata:
"Mengapa aku tidak melihat hud-hud®’, Apakah Dia
Termasuk yang tidak hadir. ~88

Sedangkan mafqad secara terminologi  adalah
orang Yyang terputus beritanya, yang tidak diketahui
keadannya apakah masih hidup atau sudah meninggal
dunia, boleh jadi karena melakukan safar (perjalan) atau
menghadiri peperangan, atau ditawan oleh musuh, atau
lain sebagainya dari bentuk kehilangan.®®
B. Perbedaan pendapat Ulama Tentang Masa Tunggu

Mafqid.

Sepakat fugaha bahwa asal hukumnya orang yang
hilang masih dianggap hidup, sampai jelas keadaannya,
karena menetukan kematiannya itu adalah suatu perkara
yang masih samar. Oleh karena itu, harta yang
ditinggalkan masih tetap hak miliknya, dan harus dijaga
sampai keberadaan orang yang bersangkutan jelas. Begitu
juga tidak diwarisi hak-hanya sampai adanya bukti bahwa
sudah meninggal, atau melihat kemungkinan besar bahwa
tidak mungkin lagi selama masa tersebut masih hidup,
atau seorang hakim telah memutuskan bahwa sudah

87 Hud-hud: sejenis burung pelatuk.
8 Tbnu Manziir al-Ifiiqi, Lisan al-‘Arab,..Jilid X, h. 298
89 <Ali bin Muhammad al-Jarjani, al-Ta rifat,..h. 288
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meninggal, dan hakim memberikan wewenang harta
peninggalan mafqid kepada istrinya, anak-anaknya, orang
tuanya dan kerabat dekatnya, dan mengumpulkan utang-
utangnya, menjaga hartanya sampai jelas keadaannya.
Jika terbukti masih hidup maka orang yang hilang
tersebut berhak mengambil hartanya, dan mendapatkan
hak-haknya kembali. Begitu juga jika kematiannya sudah
jelas dan ada bukti konkrit atau dengan surat resmi yang
menegaskan kematiannya, dimana kematian itu adalah
kematian hakiki. Maka, ahli warisnya boleh mewarisi
terhitung dari tanggal kematiannya.

Akan tetapi para fugaha berbeda pendapat
mengenai batasan waktu tunggu bagi orang yang hilang,
kepada dua pendapat.

1. Pendapat Mazhab Hanafiyyah, masyhur dari Imam
Malik, shahih dari Mazhab Syafi’iyyah dan salah satu
riwayat dari Imam Ahmad, bahwa masa tunggu orang
yang hilang tidak dibatasi dengan waktu, akan tetapi
batasan waktunya itu dipulangkan kepada ijtihad
Hakim, terkait segala hal yang berkaitan dengan orang
yang hilang tersebut.®®

Alasannya adalah asal hukum orang yang hilang

masin dianggap hidup, maka tidak boleh dihukumi
sudah meninggal seiring dengan perjalanan waktu,
tanpa pembuktian dan ijtihad. Apalagi manusia
berbeda-beda umurnya, ada yang panjang usianya dan
ada yang pendek. Begitu juga dengan masa hidup
orang yang hilang pasti berbeda antara satu sama lain,
dari segi zaman, tempat dan keadaan orang yang

% Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid 1V, h.296-297
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hilang, karenanya tidak dijumpai batasan waktu

terhadap maslah ini dalam hukum Islam, maka

dilegalkanlah perkara ini kepada ijtihad seorang

Hakim ®

2. Pendapat Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah,

Syafi’iyyah dan Hanabilah, bahwa harus diberikan
batasan waktu untuk orang yang hilang, jika kembali
pada batasan waktu tersebut berarti masih hidup tapi
jika tidak artinya sudah meninggal dunia, dan
dibagikan hartanya kepada ahli waris ketika sudah
diputuskan ~ kematiannya.”> Akan tetapi mereka
berbeda pendapat mengenai batasan waktu tunggu
bagi orang yang hilang dianggap sudah meninggal
atau hidup, sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafiyyah, berpendapat bahwa orang
yang hilang dapat dianggap meninggal jika orang
yang sepadan atau yang sama masa kelahiran
dengannya sudah meninggal. Dengan kata lain
tidak ada lagi orang yang satu generasi dengannya,
tanpa harus menetapkan waktu meninggal orang
yang hilang. Ada juga yang berpendapat bahwa
dihitung dengan sempurnanya 90 tahun dari masa
kelahiran, ada juga pendapat 70 tahun, dan ada
juga 120 tahun.®

b. Mazhab Malikiyyah, mengatakan bahwa orang
yang hilang dianggap sudah meninggal dunia jika

% Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid 1V, h. 297

92 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid 1V, h. 296

% Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durrt al-
Mukhtar,... Jilid 1V, h. 295-297
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dalam masa 70 tahun tidak kembali, ada juga yang

berpendapat 75 tahun, ada juga 80 tahun dan 90

tahun dari masa Kkelahiran bersama dengan satu

tahun masa hilangnya.®*

Mazhab Syafi’iyyah, batas waktu tunggu adalah

70 tahun, ada juga yang berpendapat 90 tahun dari

waktu kelahiran, yang merupakan waktu orang

yang seusia dengannya atau satu generasi
dengannya bisa dipastikan sudah  meninggal
dunia.®®

Dari ketiga mazhab di atas, pendapat yang
mengatakan masa tunggu sampai dihukumi telah
meninggal adalah 70 tahun. Dalilnya adalah hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra. Bahwa

Rasulullah saw. Bersabda: ’

(S5 5350 (e 15 Cinld) () Gl Gl Lo (0l Sl
“Umur umatku adalah antara enam puluh tahun
sampai tujuh puluh tahun, dan sedikit orang yang
bisa melampaui umur tersebut”®
Mazhab Hanabilah, membedakan kepada dua
keadaan:

1) Orang yang hilang diperkirakan tidak selamat
atau meninggal, di antaranya adalah orang
yang hilang di daerah yang tidak aman dan
sering terjadi pembunuhan, perampokan, orang

% Nashir bin Muhammad Bin Musyarl al-Ghamidi, al-

Khullasah Fi ‘llmi al-Faraid,... h. 478.

% Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrani, Al-

Bayan fi Mazhab al-Syafi 7,...Jilid X, h.35

% Dikeluarkan oleh al-Turmuzi, dalam kitab al-Da’wat, bab

102, Hadi$ no. 3550, Lihat Abu ‘Isa Muhammad bin ‘isa al-Turmuz,
al-Jami' al-Sahth, (Beirut: Dar al-Kutub al-Timiyyah, t.th.) Jilid V, h.
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yang pergi perang, dan lainnya. Dalam kondisi
ini, seluruh kerabat diharuskan menunggu
selama empat tahun sejak orang tersebut
hilang. Apabila dalam tenggang waktu tersebut
tetap tidak ada kabar, hakim boleh
memberikan putusan mengenai  kematiannya,
dan dianggap meninggal sejak  keputusan
hakim ditetapkan.

Dalilnya adalah berdasarkan riwayat dari
Malik dalam kitab Muwatta’, Said bin
Musayyaf menjelaskan bahwa Umar berkata:
“Perempuan manapun yang kehilangan suami
dan tidak mengetahui keberadaannya, harus
menunggu selama empat tahun. Jika dalam
masa itu belum juga ada kabar, dia harus
melakukan ‘iddah selama empat bulan sepuluh
hari, setalah ~masa  ‘iddahnya selesai,
perempuan itu boleh nikah kembali.”®’

2) Orang yang hilang diperkirakan selamat, di
antaranya adalah orang yang hijrah kenegara
lain  untuk  mencari rezeki, bertamasya,
berdagang, atau menuntut ilmu. Dalam kondisi
yang demikian, tenggang waktu yang akan
diputuskan  hakim  mengenai  kematiannya
diserahkan kepada wali al-amr (pemimpin)
atau orang Yyang mewakilkannya. Itupun
dilakukan jika proses pencariannya sudah
dilakukan secara maksimal.

Sementara itu, sebagian dari ulama
Hanbilah memberikan batasan mengenai hal

" Ibnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughni,... Jilid 1X, h. 187
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BAB XIlII

KEWARISAN AL-HAML (ANAK DALAM
KANDUNGAN)

A. Pengertian al-Haml.

Secara etimologi al-haml adalah apa yang ada di
dalam perut perempuan yang mengandung pada semua
makhluk. Jamaknya adalah Zimalun, dan asmalun,
maksudnya adalah sesuatu yang ada di dalam perut
perempuan Yyang mengandung. Orang Arab berkata:
perempuan bisa disebut zubla jika dia sudah mengandung
dan membawa beban. Apabila seorang perempuan
membawa beban dipunggung atau di atas kepalanya,
perempuan itu disebut zamilah.%®

Sedangkan al-kamlu secara terminologi adalah
sesuatu yang ada di dalam perut perempuan yang
mengandung, mendapat warisan atau terhijab, atau
membawa dampak kepada ahli waris lain dalam semua
keadaan atau sebagiannya saja.®
B. Syarat-syarat Anak Dalam Kandungan Dapat

Mewarisi.

Anak yang ada dalam kandungan dapat
memperoleh warisan jika telah memenuhi tiga syarat di
bawah ini:

1. Syarat pertama, Ketika meninggal pewaris, anak
yang ada dalam kandungan seorang ibu dapat

% Ibnu Manzir al-Ifiiqt, Lisan al-‘drab..., Jilid 1, h. 331-
332.

% Masur bin Yusuf al-Bahati, Kasyaf al-Qina’,... Jilid IV, h.
461
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dipastikan keberadaannya, meskipun masin berbentuk
embrio.
Untuk mewujudkan syarat pertama tersebut, anak

yang ada dalam kandungan seorang ibu tidak boleh luput
dari tiga keadaan.

1)

Anak vyang ada dalam kandungan seorang ibu
dilahirkan dalam keadaan hidup sebelum berakhir
waktu paling minimal orang hamil semenjak
meninggal pewaris.'%°

Sepakat para ulama waktu minimal seorang
mengandung adalah enam bulan, sebagaimana firman
Allah dalam surah al-Bagarah ayat 233: “Para ibu
hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua
tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan
penyusuan.”, dan dalam surah al-Ahgaf ayat 15:
“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat
baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya
mengandungnya dengan susah  payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula).
mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga
puluh bulan”

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang
mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh
bulan, yaitu dua tahun enam bulan. Sementara masa
menyusui adalah dua tahun penuh, maka tersisa enam
bulan yang merupakan masa paling minimal untuk
seorang yang mengandung. Sepakat para Fugaha
bahwa perempuan tidak melahirkan pada masa yang
lebih cepat dari enam bulan kecuali karena musibah

180.

190 |bnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughni,... Jilid IX, h. 179-
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seperti terjatuh yang menghendaki untuk segera
dilahirkan anak yang ada dalam kandugan tersebut. 1

2) Anak yang ada dalam kandungan seorang ibu
dilahirkan dalam keadaan hidup setelah berakhir
waktu paling lama orang hamil semenjak meninggal
pewaris. Maka dalam keadaan ini anak tersebut tidak
mendapatkan warisan. Karena dilahirkan  setelah
berakhir masa maksimal ini, tanda bahwa anak
tersebut ada setalah meninggal pewaris dan sebagian
mensyaratkan perempuan tersebut telah menikah lagi
setelah meninggal pewaris.*%?

Kemudian berbeda pendapat para ulama mengenai
batasan waktu paling lama bagi orang yang hamil, yaitu
sebgai berikut:

1. Pendapat Qurtubi, Abu Ubaid al-Qasim bin
Sallam, IbnuQayyim Al-Jauziyyah, Muhammad
bin ‘Usaimi, ‘Abdul Aziz bin Baz, dan para
ulama kontemporer, bahwa tidak ada batasan
waktu paling lama untuk orang yang hamil, akan
tetapi itu semua tergantung kepada kondisi yang
ada, dimana setiap perempuan mengandung lebih
mengetahui akan kondisinya.*®®

2. Pendapat sebagian ulama salaf, di antaranya lbnu
Syihab al-Zuri, Rabrah al-Ra’yi, sebagian mazhab
Malikiyyah, bahwa waktu paling lama seorang
yang hamil itu adalah tujuh tahun.*®*

191 Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrani, Al-
Bayan fi Mazhab al-Syafi 7,...Jilid XI, h.11

192 1hnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughnf,... Jilid 1X, h. 180.

193 Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrani, Al-
Bayan fi Mazhab al-Syafi 7,...Jilid XI, h. 12

194 Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrani, Al-
Bayan fi Mazhab al-Syafi 7,...Jilid XI, h. 12
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3. Pendapat salah satu riwayat dari Imam Malik dan
merupakan pendapat yang dipegang oleh mazhab
Malikiyyah, bahwa waktu paling lama seorang
perempuan yang hamil adalah lima tahun.'

4. Pendapat al-Laisi bin Sa’id, bahwa waktu paling
lama bagi seorang perempuan hamil adalah tiga
tahun.'%®

Alasan yang digunakan oleh empat pendapat
di atas adalah, mereka mendengar bahwa ada
perempuan yang masa kehamilannya itu sampai
pada waktu-waktu yang telah disebutkan di atas,
dari itu, al-Laisi bin Sa’id, mengetahui bahwa
hamba sahaya dari Umar bin ‘Abdullah
mengandung selama tiga tahun dan ini merupakan
periode maksimum bagi perempuan yang hamil.*%’

5. Pendapat Imam Malik, mazhab Syafi’iyyah, dan
mazhab Hanabilah, bahwa waktu paling lama bagi
seorang perempuan hamil adalah empat tahun.'%®

Alasannya di dalam nas tidak disebutkan
batasan waktu maksimal bagi perempuan yang
hamil, untuk bisa mengetahui waktu paling lama
itu adalah dengan melihat ‘uruf dan kasus-kasus
yang ada, dijumpai bahwa yang paling banyak
terjadi adalah empat tahun.

6. Pendapat mazhab al-Siri, alAuza’i, Hanafiyyah,
al-Muzannt dan riwayat dari Imam Ahmad, bahwa

195 |bnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughnr,... Jilid XI, h. 233.

19 |bnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughni,... Jilid X1, h. 232-
233,

97 Ibnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughni,... Jilid X1, h. 232-
233.

198 Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrani, Al-
Bayan fi Mazhab al-Syafi 7,...Jilid XI, h. 12
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waktu paling lama seorang yang hamil adalah dua
tahun.'%°

Pendapat mazhab al-Zahiriyyah, bahwa waktu
paling lama untuk seorang yang hamil adalah
sembilan bulan, tidak lebih dari itu.

Alasannya adalah surah al-bagarah ayat 233
dan surah al-ahgaf ayat 15, menurut ibnu Hazm al-
Zahiri, ketika memahami dua ayat tersebut, tidak
dibolehkan  seorang perempuan yang hamil
melebihi waktu sembilan bulan dan tidak boleh
kurang dari enam bulan, barangsiapa yang
berpendapat bahwa orang yang mengandung
sampai menyusianya melebihi waktu tiga puluh
bulan, maka merupakan perkataan batil dan
mustahil, karena menolak yang telah Allah
jelaskan secara nyata.*

Pendapat mayoritas ulama kontemporer, dan
kedokteran, bahwa waktu paling lama bagi
seorang yang hamil adalah sepuluh bulan.***

Alasannya telah dipastikan oleh banyak dokter
spesialis kandungan bahwa masa normal seorang
perempuan Yyang hamil adalah 280 hari, yang
dihitung dari masa berakhir menstruasinya dan
kehamilan biasanya terjadi sekitar 14 hari setalah
berakhir menstruasi tersebut, maka masa

109 Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durri al-

Mukhztar,... Jilid 111, h. 540.

110 “Alf bin Ahmad bin Hazm al-Zahiri, Al-Mahalli bi al-

Asar,(Beirut:Dar al-Fikr, 1405), Jilid X, h. 131-132

111 Muhammad Ali al-Bar, Khalaga al-Insan baina al-Tib wa

al-Qur’an,(Arab Saudi: Dar al-Su’udiyyah linnasyar, 1984), h. 451-
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BAB XIV

KEWARISAN KHUNSA

A. Pengertian Khunsa

Secara etimologi khunsa adalah al-takassur
(terpecah) dan al-tasanni (mendua). Sedangkan secara
terminologi khunsa adalah orang yang memiliki kelamin
laki-laki dan kelamin perempuan sekaligus, atau tidak
memiliki kedua-duanya sama sekali hanya memiliki
lubang untuk kencing.!*?

Khunsa musykil adalah orang yang keadaannya
sulit ditentukan, tidak tampak pada dirinya ciri-ciri
seorang laki-laki atau perempuan, atau ciri-ciri yang
dimiliki berlawanan dengan ciri umum seorang laki-laki
dan perempuan, misalnya jenggot dan payudara.ll®
Dengan demikian, statusnya menjadi tidak jelas apakah
laki-laki atau perempuan.

B. Jalur-jalur Keturunan khunsa.

Para ulama  faraid  setelah  mengadakan
penyelidikan (istigra’), menetapkan bahwa para ahli waris
khunsa hanya diketahui melalui empat jihat (jalur)
sebagai berikut:

a. Jihat Bunuwah (jalur anak), para ahli waris khuntsa
yang tergabung dalam jihat bunuwah ini yaitu anak
dan cucu, boleh jadi laki-laki dan boleh jadi
perempuan.

b. Jihat Ukhuwah (jalur saudara), mereka yang
tergabung dalam jihat ukhuwah yakni saudara dan

12 <Ali bin Muhammad al-Jarjani, al-Ta rifar,..h. 137
113 Nashir bin Muhammad Bin Musyari al-Ghamidi, al-
Khullasah Fi ‘Ilmi al-Faraid,... h. 464
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anak saudara, yaitu kemenakan, boleh jadi laki-laki
dan boleh jadi perempuan.

C. Jihat ‘Umumah (jalur paman), para ahli waris khunsa
dari garis paman yakni paman dan anak paman
(saudara sepupu).

d. Jihat Wala’ (perwalian budak), ahli waris yang
khunsa dari golongan ini hanya seorang saja Yakni
maulal-mutig  (tuan yang telah  membebaskan
budaknya).

Sementara jihat Ubuwwah (ayah, ibu, kakek dan
nenek), jihat Zaujiyyah (suami dan isteri), tidak
mungkin  mereka sebagai khuntsa. Sebab nikah
mereka tidak sah dan tidak dapat mengadakan
hubungan biologis sebagai media adanya keturunan.
Andai kata ada mereka bukan musykil lagi.***

C. Keadaan Khunsa dan Tata Cara Mendapatkan
Waris Pada Setiap Keadaan.

Khunsa tidak pernah lepas dari tiga keadaan, yaitu

sebagai berikut.

1. Merupakan khunsa ghairu musykil, yaitu khuntsa yang
telah jelas keadaannya, melalui alat kelamin yang ada
dapat dipastikan jenis kelaminnya laki-laki atau
perempuan, dan dari segi munculnya tanda-tanda
kelakiannya maka dia mengambil hukum laki-laki,
begitu juga muncul tanda-tanda keperempuanannya
maka dia mengambil hukum perempuan.

Tanda-tanda yang bisa membedakan khunsa ada
dua, vyaitu boleh secara khalgiyyah (lahiriah) dan
tibbiyyah (medis). Tanda-tanda khalgiyyah (lahiriah)

114 Muhammad Amin, Raddu al-Muktar ‘ala al-Durri al-
Mukhtar,... Jilid VI, h. 727-728.
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di antaranya ada yang terjadi sebelum baligh yaitu dari
cara kencing, jika mengeluarkan air kencing melalui
kelamin laki-laki dia adalah laki-laki begitu pula
sebaliknya, jika air kencing keluar dari kelamin
perempuan dia adalah perempuan. Karena manfaat
asli dari alat kelamin pada masa kecil adalah untuk
kecing saja, dan hal yang sama dari manfaat tersebut
akan muncul ketika baligh.

Adapun tanda-tanda yang terjadi setelah baligh
menurut fugaha’ yang menjadi pembeda antara baligh
seorang  laki-laki  dengan  perempuan  adalah,
tumbuhnya  jenggot, kumis, jimak  menggunakan
kelamin laki-laki, keluarnya mani dari laki-laki dan
suka kepada perempuan, semua tanda-tanda ini adalah
indikasi bahwa dia adalah laki-laki. Sedangkan haid,
payudara, jimak menggunakan kelamin perempuan,
keluarnya susu dari payudara, suka kepada laki-laki,
ini merupakan indikasi dia adalah perempuan.

Bisa juga mengetahui khunsa meskipun tertutupi
oleh tanda-tanda tersebut, yaitu dengan cara tibbiyyah
(medis). Berkonsultasi dengan ahli medis yang
berpengalaman untuk meneliti apakah dia seorang
laki-laki atau perempuan, bahkan tidak ada larangan
jilka medis melakukan tindakan operasi untuk
memperjelas statusnya, karena ketentuan dari Allah
menuntut agar seseorang tidak berkelamin ganda.

Para ulama sepakat mengenai khunsa yang
memiliki dua alat kalamin, dan  mungkin  untuk
dibedakan antara keduanya, maka dia mendapatkan
warisan sesuai tanda-tanda yang dimiliki. Yang
terpenting adalah cara kencing, jika dia kencing
melalui  kelamin laki-laki, maka dia mendapatkan
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warisan bagian laki-laki. Sedangakan jika dia kencing
melalui kelamin perempuan, dia mendapatkan warisan
bagian perempuan. Jika dia kencing melalui dua
kelamin itu, maka ditentukan berdasakan kelamin
yang mengeluarkan air kencing lebinh dahulu. Jika air
kecing keluar dari kelamin laki-laki dahulu, kemudian
kelamin perempuan, dia adalah laki-laki, namun jika
air kencing keluar dari kelamin perempuan dahulu,
kemudian kelamin laki-laki, dia adalah perempuan.
Karena kelamin yang mengeluarkan air kencing lebih
dahulu  menunjukkan bahwa kelamin itu adalah
kelamin yang sebenarnya. Jika tetap sama, maka
menurut  jumhur ulama, yang dilihat adalah yang
terbanyak air kencingnya, karena jumlah yang lebih
banyak diberlakukan untuk seluruhnya dan sebagali
tanda keaslian serta kekuatan.'*®

Dalilnya adalah riwayat dari ‘Ali ra. Bahwa ada
yang bertanya tentang kasus seseorang yang memiliki
dua kelamin sekaligus, laki-laki dan perempuan,
bagaimana khukum warisnya, beliau menjawab: “Dari
kelamin mana dia kencing”. Begitu juga ada riwayat
dari al-Sya’biyyi dari ‘Ali tentang kasus khunsa,
berkata: “Dia  mewarisi dari arah mana

kencingnya”.*1°

115 Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrani, Al-

Bayan fi Mazhab al-Syafi 7,...Jdilid IX; h. 77

116 Kedua hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Daramiyyu

dalam kitab al-faraid, bab kewarisan khunsa, hadis no. 125,126. Lihat
Abu Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdu al-Rahman al-Daramiyyu,
Sunan al-Daramiyyu, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Timiyyah, 1417), jilid
11, h. 282.
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Imam ibnu al-Munzr, mengatakan ulama telah
berijma’ bahwa khunsa mewarisi dari segi kencing,
jika kencing dari kelamin laki-laki, maka dia
mendapatkan hukum waris laki-laki, jika dia kencing
dengan kelamin perempuan, maka dia mendapatkan
bagian waris perempuan.t’

Dengan demikian, hukum kewarisan khunsa pada
keadaan ini, mengikuti ketentuan umum dalam
kewarisan, mendapatkan warisan sekali, boleh jadi
bagiannya laki-laki atau perempuan.

2. Merupakan khunsa musykil (yang sulit ditentukan),
yaitu khunsa yang memiliki dua kelamin dan melalui
alat kelamin yang ada tidak dapat dipastikan jenis
kelaminnya laki-laki atau perempuan. Akan tetapi
kejelasan statusnya masih bisa diharapkan, seperti
khunsa yang masih kecil, dimana pewaris meninggal
sementara dia belum baligh.**®

3. Merupakan khunsa musykil, tidak jelas keadaannya,
yaitu khunsa yang memiliki dua kelamin dan melalui
alat kelamin yang ada tidak dapat dipastikan jenis
kelaminnya laki-laki atau perempuan. Begitu juga
kejelasan statusnya tidak bisa diharapkan lagi, karena
sudah baligh dan tidak ada tanda-tanda untuk
membedakan antara laki-laki dan perempuan. Maka
khunsa ini sama hukumnya dengan khunsa yang
meninggal di waktu kecil sebelum baligh, namun

17 |bnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughnf,... Jilid 1X, h. 109.
118 Abu Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrani, Al-
Bayan fi Mazhab al-Syafi’7,.. dilid 1X; h. 76-77.
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BAB XV
MUNASAKHAT

A. Pengertian Mundasakhat.

Secara etimologi munasakhat adalah jamak dari
mundsakhah, yang diambil dari kata al-Naskhi, yang
memiliki  banyak makna, di antaranya; al-naql
(memindahkan), al-taghyir ~ (mengubah),  al-tabdil
(mengganti), al-izalah (menghilangkan), dan
membatalkan sesuatu, menetap pada selain tempatnya,
sepertt ungkapan: “nasakhtul kitab” (aku menyaln dari
buku itu), dan “nasakhat al-ayah” (menghilangkan
hukumnya).*®  Sebagaimana firman Allah: “Ayat mana
saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia)
lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik
daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah
kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha
Kuasa atas segala sesuatu.”, yakni kengganti dan
mengubah hukumnya.

Sementara munasakhat secara terminologi adalah
meninggalnya seorang pewaris dan harta warisannya
belum dibagikan sampai meninggal ahli waris lain baik
sendiri atau banyak.!2°

Dinamakan dengan munasakhat karena masalah
yang pertama dipindahkan menjadi masalah yang kedua,
sehingga hukumnya menjadi hilang dan berubah. Atau

119 1bnu Manzar al-Ifiiqi, Lisan al-‘Arab..., Jilid X1V, h. 121.
120 Masur bin Yusuf al-Bahiti, Kasyaf al-Qina’,... Jilid 1V,
h. 443.
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karena harta waris berpindah dari satu ahli waris kepada

ahli waris lain.***

Munasakhat  terjadi  pada harta peninggalan
pewaris pertama yang belum sempat dibagikan, sementara
ada diantara ahli waris tersebut yang meninggal dunia,
kemudian harta peninggalan pewaris pertama ini dibagi
untuk mengetahui bagian ahli waris yang meninggal
tersebut, sekaligus dibagikan untuk ahli waris yang masih
hidup. Adapun segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli
waris yang meninggal kedua dari hartanya sendiri, yang
diperoleh sebelum harta waris pewaris pertama dibagikan
atau diperoleh setelah meninggalnya pewaris pertama
sebelum dibagikan harta tersebut kepadanya, maka harta
tersebut dibagikan untuk ahli waris dari yang meninggal
kedua sebagaimana aturan umum dalam pembagian harta
warisan.

B. Keadaan-keadaan kasus Munasakhat.

Terdapat tiga keadaan yang mungkin akan terjadi
pada kasus munasakhat, yaiu:

1. Ahli waris dari yang meninggal kedua dan setelahnya
adalah ahli waris yang mewarisi harta dari pewaris
pertama juga. Dalam keadaan ini, masalahnya tidak
berubah dan tidak berganti ahli warisnya. Keadaan ini
menurut  penelitian  (istigra’)  terbagi kepada lima
gambaran.

1) Ahli waris terbatas pada penerima bagian yang
sama, maka mendapatkan bagian warisan dari
dua/lebih orang yang meninggal tersebut dengan
satu cara. Boleh jadi hanya mendapatkan ‘asabah

121 Masur bin Yusuf al-Bahiti, Kasyaf al-Qina’,... Jilid 1V,
h. 443,
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saja, atau bagian tetap saja (fard). Contohnya ahli
waris yang ditinggalkan adalah 6 anak laki-laki,
kemudian harta warisan tidak dibagikan, sampai
meninggal beberapa orang di antara mereka.
Sehingga ahli waris yang tersisa hanya 3 orang
saja. Bagaimana menyelesaikan masalah ini.
Jawab, harta waris yang ditinggalkan dibagikan
kepada ahli waris yang masih hidup, tanpa melihat
kepada ahli waris lain yang meninggal setelah
meninggal pewaris pertama. Bagaikan ayah hanya
meninggalkan ahli waris 3 orang anak saja.
Sebagaimana tabel di bawah ini.

Ahli Waris Bagian

Pk w

3 anak laki-laki ‘Asabah

1

Contoh lain, ahli waris yang ditinggalkan adalah
8 anak perempuan, kemudian harta warisan tidak
dibagikan, sampai meninggal beberapa orang di
antara mereka. Sementara ahli waris yang tersisa 4
orang lagi. Bagaimana menyelesaikan masalah ini.
Jawab, harta waris yang ditinggalkan dibagikan
kepada ahli waris yang masih hidup, tanpa melinat
kepada ahli waris yang meninggal setelah
meninggal pewaris pertama. Bagaikan ayah hanya
meninggalkan ahli waris 4 orang anak saja.
Sebagaimana tabel di bawah ini.

Ahli Waris Bagian 3

4 anak perempuan 2/3 2

R ES
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2)

3)

Ahli waris terbatas pada penerima bagian yang
sama, akan tetapi mereka mendapatkan bagian
waris dari dua orang yang meninggal tersebut
dengan ‘asabah dan bagian tetap (fard).
Contohnya ahli waris yang ditinggalkan adalah 7
saudara laki-laki seibu dan 6 anak laki-laki paman
seayah. Bagian harta waris tidak dibagikan sampai
meninggal 2 orang dari saudara laki-laki seibu dan
1 orang anak laki-laki paman seayah. Bagaimana
menyelesaikan kasus ini.

Jawab, membagi harta peninggalan kepada ahli
waris yang tersisa, tanpa memperhatikan lagi ahli
waris  yang  meninggal kemudian  setelah
meninggal pewaris pertama. Sebagai berikut:

Ahli Waris Bagian | 3© 15

5 saudara Lk.Seibu 1/3 1 5

5 anak Lk. Paman

‘Asabah 2 10
seayah

Keterangan: 5 saudara perempuan mendapatkan
5 bagian, setiap satu orang di antara mereka
menerima 1 bagian, dan 5 anak laki-laki paman
seayah mendapatkan 10 bagian, dimana setiap satu
orang mendapatkan 2 bagian.

Ahli waris tidak terbatas pada penerima bagian
yang sama, akan tetapi bagian mereka berbeda-
beda, dan mendapatkan warisan dari bagian tetap
saja  (fard). Contohnya ahli waris yang
ditinggalkan adalah suami, saudara perempuan
kandung, saudara perempuan seayah, harta
peninggalan tidak dibagi untuk ahli waris tersebut,
sampai saudara perempuan seayah menikah
dengan seorang suami, kemudian dia meninggal
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4)

dan juga meninggalkan saudara  perempuan
kandung. Bagaimana membagi masalah di antara
mereka. Jawab.

o Masalah pewaris pertama.

Ahli Waris Bagian 6 7
Suami 172 3 3
Saudara Pr.Kandung 172 3 3
Saudara Pr. Seayah 1/6 1 1
o Masalah pewaris kedua.
Ahli Waris Bagian
Suami 1/2 1
Saudara Pr.Kandung 1/2 1

Keterangan: masalah pewaris pertama adalah
kasus ‘aul dari asal masalah 6 menjadi 7.
Bagian yang dimiliki oleh pewaris kedua
dalam masalah pertama adalah 1, suami
mengambil 3 bagian dan saudara perempuan
kandung mengambil 3 bagian. Kemudian pada
masalah  kedua, membagi langsung bagian
yang ditinggalkan oleh pewaris kedua kepada
ahli warisnya yang ada, yaitu suami mendapat
1 bagian dan saudara perempuan kandung
mendapat 1 bagian.
Ahli waris memiliki bagian waris yang berbeda-
beda. Dimana bagian waris mereka sebagai
penerima ‘asabah yang di dalamnya juga terdapat
penerima bagian tetap, kemudian berubah menjadi
penerima bagian ‘asabah semua. Contohnya, ahli
waris yang ditinggalkan adalah istri dan 5 orang
anak laki-laki, harta waris tidak dibagi diantara
mereka, sehingga meninggal 2 orang anak laki-
laki tersebut dan setelah itu meninggal lagi ibunya
(istri pewaris). Bagaimana membagi masalah ini.
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BAB XVI
ZAWIL ARHAM

A. Pengertian Zawil Arham

Secara etimologi lafaz al-arkam adalah bentuk
jamak dari rakim, yang artinya hubungan kekerabatan
atau sebab terjalin kekerabatan. Sebagaimana firman
Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 1: “dan (peliharalah)
hubungan silaturrahim”. Kemudian dinamakan rahimul
unsa yaitu tempat janin di dalam perut ibunya, senada
dengan firman Allah: “Dialah yang membentuk kamu
dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya”. Dan begitu
juga firman Allah dalam surah al-Haj ayat 5: “Agar Kami
jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim,
apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah
ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi,
kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah
kepada kedewasaan”.*??

Sedangkan zawil arham secara terminologi adalah
seluruh kerabat baik mendapat warisan atau tidak.'*?
Adapun pengertian Zawil arham menurut ulama faraid
adalah seluruh kerabat yang bukan penerima bagian tetap
(ashabul furiid) dan bukan penerima sisa (‘asabah).'

122 1hnu Manzir al-Ifiiqi, Lisan al-‘Arab,...Jilid V, h.175

123 Al-Hafiz Abi al-Fida’ Isma’ll bin Kasir, TafTr al-Quran
al-“4zim (Riyad: Dar al-Tayyibah, 1422), Jilid IV, h. 99-100

124 Ali bin Muhammad al-Jarjani, al-Ta rifar,..h. 145
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B. Pengelompokan Zawil Arham
Secara umum Zawil arham di kelompokkan
kepada empat, yaitu:

1. Furi’al-Mayyit (cabang yang meninggal), yaitu semua
yang dipertalikan kepada pewaris melalui perempuan,
yang tidak termasuk penerima bagian tetap dan
‘asabah. Ada dua yang termasuk dalam kelompok ini
yaitu:

1) Cucu dari anak perempuan dan keturunan di
bawahnya. Seperti cucu laki-laki dari anak
perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan,
cicit laki-laki dari cucu perempuan dari anak
perempuan dan seterusnya kebawah.

2) Cicit dari cucu perempuan dari anak laki-laki dan
keturunan di bawahnya. Seperti cicit laki-laki dari
cucu perempuan dari anak laki-laki, dan cicit
perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-
laki.

Kelompok ini dinamakan dengan kelompok
jihah al-bunuwwah (jalur anak).

2. Usul al-Mayyit (leluhur yang meninggal), yaitu semua
yang  dipertalian  kepadanya  pewaris  melalui
perempuan, Yyang tidak termasuk penerima bagian
tetap dan ‘asabah. Orang yang termasuk dalam
kelompok ini juga ada dua yaitu:

1) Kakek leluhur, vyaitu ayah dari ibu, dan usal
lainnya yang berada di atas kakek. Seperti ayah
dari ibunya ayah, ayah dari ibunya ibu, dan ayah
dari ayahnya ibu.

2) Nenek leluhur dan ustl lainnya yang berada di atas
nenek, yaitu yang berhubungan dengan pewaris.
Seperti ibu dari ayahnya ibu.
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Kelompok ini dinamakan dengan jihah al-
ubuwwabh (jalur ayah).

. Abawai al-Mayyit (cabang dari ayah atau ibu yang

meninggal), yaitu semua yang dipertalikan kepada

ayah dan ibu pewaris, yang tidak termasuk penerima
bagian tetap dan ‘asabah. Orang yang termasuk dalam
kelompok ini ada tiga yaitu:

1) Anak perempuan dari saudara kandung atau
seayah. Seperti anak perempuan dari saudara
kandung, anak perempuan dari saudara seayah dan
seterusnya kebawah.

2) Anak dari saudara perempuan kandung atau
seayah. Seperti anak laki-laki saudara perempuan
kandung, anak perempuan dari saudara perempuan
kandung, anak laki-laki dari saudara perempuan
seayah dan anak perempuan dari saudara
perempuan seayah, dan seterusnya kebawah.

3) Anak saudara seibu, baik laki-laki maupun
perempuan. Seperti anak laki-laki dari saudara
seibu, anak perempuan dari saudara seibu dan
seterusnya kebawah.

Kelompok ini dinamakan dengan jihah al-
ukhuwwah (jalur saudara).

. Furu’ dari kakek dan nenek, yaitu semua yang

dipertalikan kepada kakek dan nenek pewaris yang

tidak termasuk penerima bagian tetap dan ‘asabah.

Ada enam kelompok yang termasuk dalam pembagian

ini, yaitu:

1) Paman dan bibi pewaris yang seibu dari pihak
ayah, serta paman dan bibi kandung atau seayah
pewaris dari pihak ibu.
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2)

3)

4)

5)

6)

Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam
kelompok pertama dan keturunan yang ada di
bawahnya. Seperti anak-anak perempuan paman
kandung, anak-anak perempuan paman seayah,
anak-anak perempuan dari anak laki-laki mereka
dan seterusnya kebawah.

Paman dan bibi dari ayah pewaris (dari pihak
ayah), paman dan bibi dari ayah pewaris (dari
pihak ibu), baik kandung atau salah satunya.
Paman dan bibi dari ibu pewaris (dari pihak ayah),
dan paman dan bibi dari ibu pewaris (dari pihak
ibu), yang sekandung atau salah satunya saja.
Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam
kelompok ketiga dan keturunannya. Seperti anak-
anak perempuan paman dari ayah pewaris (dari
pihak ayah) yang sekandung atau seayah saja,
cucu perempuan dari anak laki-laki mereka dan
keturunannya.

Paman dan bibi dari ayahnya ayah pewaris yang
seibu (dari pihak ayah), paman dan bibi dari
ayahnya ibu pewaris (dari pihak ayah), paman dan
bibi dari ayahnya ayah dan ayahnya ibu pewaris
(dari pihak ibu) yang sekandung, seayah atau
seibu saja, paman dan bibi dari ibunya ayah
pewaris (dari pihak ayah), paman dan bibi dari
ibunya ibu dan ibunya ayah pewaris (dari pihak
ibu) yang sekandung, seayah atau seibu.
Anak-anak dari ahli waris yang disebutkan dalam
kelompok lima, seperti anak-anak perempuan
paman dari kakek pewaris dari pihak ayah yang
sekandung, atau seayah saja.  Anak-anak
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perempuan dari anak laki-laki mereka dan

keturunan di bawahnya.

Kelompok ini disebut dengan jihah al-

‘Umumah wal khuitwlah (jalur paman dan bibi)

C. Pandangan Ulama Mazhab Tentang Warisan
Zawil Arham.

Sepakat para ulama bahwa zawil arham tidak
mendapatkan warisan jika pewaris meninggalkan ashabul
furiid dan ‘asabah. Sementara jika pewaris tidak
meninggalkan ashabul furiid atau ‘asabah, atau ada sisa
harta setelah diambil oleh salah seorang suami atau istri,
maka para ulama berbeda pendapat tentang kewarisan
zawil arham dalam kasus tersebut, kepada dua pendapat
yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat Jumhur Ulama, Sahabat dan tabi’in dan
Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah, bahwa ZzZawil
arham mewarisi jika tidak ada penerima bagian tetap
(ashabul  furad) dan  penerima  bagian  sisa
(‘asabah).'?®

Dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah

firman Allah surah al-Ahzab ayat 6: “Dan orang-
orang yang mempunyai hubungan darah satu sama
lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab
Allah”. Ayat ini menunjukkan bahwa ZzZawil arham
lebih berhak untuk mendapatkan warisan menurut
ketentuan Allah swt. Betapa tidak, pada masa awal
Islam sebab mewarisi karena sumpah tidak termasuk
qarabah (kekerabatan), dan hukum ini telah dinasakh,
kemudian menjadikan sebab saling mewaris pada

125 Muhammad Amin, Raddu al-Muktar ‘ala al-Durri al-
Mukhtar,... Jilid V1, h. 791
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BAB XVII

WASIAT DAN HIBAH

A. Wasiat dan Pembahasannya.
1. Pengertian Wasiat.

Wasiat secara etimologi berasal dari bahasa arab
al-wasiyah (jamaknya wasaya), secara harfiyah antara
lain berarti pesan, perintah, dan nasihat. Sementara secara
terminologi ulama’ fikih mendefinisikan wasiat adalah
penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada
pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik
harta berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.*2®
2. Dasar Hukum Wasiat

Dasar-dasar pengambilan hukum mengenai wasiat
adalah berdasarkan al-Qur’an, al-Hadis, dan ljma’.

1. Al-Qur’an.
a. Surat Al-Bagarah ayat 180
SB35 35 o) S5l s s 150 LS
Z b= z

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara

kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia

meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat
untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

ma'ruf*?’, (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa.

126 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1926.

27 Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi
sepertiga dari seluruh harta orang yang akan meninggal itu. ayat ini
dinasakhkan dengan ayat mawaris.
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Ayat ini menunjukan kewajiban untuk berwasiat
kepada kedua orang tua dan kerabat yang dekat, yaitu
hanya kepada ahli waris (kedua orang tua dan Karib
kerabat) yang tidak mendapatkan harta waris baik karena
zawil arham  dan mahjub yang orang tuanya telah
meninggal lebih dahulu dari pewaris maupun karena
mahram (kecuali pembunuh).*?8

Namun Kketetapan itu menjadi sunah sesudah
turunnya ayat tentang pembagian waris, maka ayat
tentang kewajiban berwasiat menjadi mansukh. Di
samping ada ayat yang menasakh tentang wasiat juga ada
hadis Nabi yang berbunyi “Tidak ada wasiat bagi ahli
waris”.

b. Surat A-Maidah ayat 106.

o3 e iyl 00T 15380 sasa 1,0 T 2l
Hai orang-orang yang beriman, apabila salah
seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia
akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu)
disaksikan oleh dua orang yang adil di antara
kamu.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
wasiat merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh
agama, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan yang sekiranya dapat merusak tujuan dari
wasiat tersebut, maka hendaklah wasiat disaksikan oleh

dua orang saksi yang adil.

128 gyparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fikih Mawaris
(Hukum Kewarisan Islam), (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.
175-176.
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2. Al-Hadis
a. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah bin
- “Umar.
- by asle D0 Lan T O i B oo ek Gl (R
Wiy V) AL Eug 4 oem b O 250000 Al s (5,0 GA e 8
129 ;i L s

Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw.

bersabda, “Tidak sepatutnya bagi seorang muslim

yang miliki sesuatu yang ingin ia wasiatkan, lalu
ia menginap dua malam, kecuali wasiat itu telah
tertulis di sisinya”.

Dalam hal i Imam Syafi'T  memberikan
komentarnya bahwa orang Islam yang berwasiat
sebaiknya wasiat tersebut ditulis dan berada di sisinya,
sebab hal tersebut dapat menjaga dari hal-hal yang tidak
diinginkan. Bila tidak berhati-hati dalam berwasiat, bisa
jadi cita-cita si pewasiat tidak tercapai karena kematian
seseorang hanya Allah yang mengetahui.

3. ima’

Umat Islam, sejak zaman Rasulullah sampai
sekarang masih banyak yang menjalankan wasiat.
Perbuatan yang demikian itu tidak ada yang
mengingkarinya dan telah menunjukan adanya ijjma’.%

Para ulama pun telah sepakat dalam menanggapi
hadis Nabi tentang kadar wasiat yang tidak boleh lebih
dari sepertiga harta peninggalan pewasiat.

129 Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab wasiat, bab al-
wasaya, hadis no 2738. Lihat Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani,
Fathu al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari, Jilid V,.. h. 419

130 syparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fikih Mawaris
(Hukum Kewarisan Islam),...h. 57
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3. Hukum Wasiat

Para ulama telah melakukan ijtihad dalam
menetapkan status hukum wasiat, yaitu:
1. Wajib

Wasiat dianggap wajib dalam keadaan bila manusia

mempunyai kewajiban syara’ yang dikhawatirkan akan
disia-siakan bila tidak berwasiat, seperti adanya titipan,
hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia.
Misalnya mempunyai kewajiban zakat yang belum
ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, amanat
yang belum disampaikan, hutang yang tidak diketahui
selain oleh dirinya, titipan yang belum dipersaksikan.**!
2. Sunah

Berwasiat hukumnya sunah bila diberikan kepada
karib kerabat atau ditujukan kepada orang-orang miskin
dan orang-orang shaleh atau kepada orang yang tidak
menerima  pusaka Yyang motifnya untuk kepentingan
sosial.}*?
3. Haram

Berwasiat hukumnya haram bila bertujuan untuk
maksiat, seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-
tempat perjudian, pelacuran atau hal-hal yang dilarang
oleh ajaran agama Islam.**3
4. Makruh

Berwasiat hukumnya makruh, bila orang yang
berwasiat itu sedikit hartanya, sedangkan mempunyai ahli
waris yang banyak yang membutuhkan hartanya.
Demikian juga berwasiat kepada orang-orang fasiq jika

131 sayyid Sabig, Fikih Sunnah, (Bandung: al-Ma’arif,
1990), Jilid IV, h. 217

132 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia... .. 449

133 Fatchur Rahman, 1lmu Waris,...,h. 25
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diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan
menggunakan harta tersebut dalam kefasikan dan
kerusakan. Namun bila orang yang memberi wasiat itu
mengetahui dan menduga bahwa orang akan diberi wasiat
itu menjadi baik, maka hal ini menjadi sunah.*
5. Mubah

Wasiat itu diperbolehkan bila ditujukan kepada
kerabat, tetangga atau yang lain yang penghidupannya
tidak kekurangan.'®
4. Rukun dan Syarat Wasiat

Terdapat perbedaan pendapat fugaha dalam
menentukan rukun wasiat di antaranya ulama mazhab
Hanafi menyatakan bahwasanya rukun wasiat hanya satu
yaitu ijab (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta
yang akan wafat). Karena menurut mereka wasiat adalah
suatu akad yang hanya mengikat pihak yang berwasiat,
tidak mengikat pihak yang menerima wasiat. Oleh sebab
itu gabul tidak diperlukan.**°

Akan tetapi jumhur ulama fikih menyatakan,

bahwa rukun wasiat itu ada empat, yaitu:**’
1. Al-Miist (orang yang berwasiat)

Bagi orang yang berwasiat disyaratkan orang yang
memiliki  kesanggupan  melepaskan hak  miliknya
kepada orang lain (ahli tabarru’) yaitu orang yang
mempunyai  kompetensi  (kecakapan) yang sah.
Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal,

134 sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid IV,.. ,h. 223

135 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-
Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1981), h. 57-58

136 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam,..h. 1927

137 M. I1dris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan
Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.136-237

90



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta:

Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

‘Abdullah bin Muhammad asy-Syansyuri, Al-Fawaid al-

Syansyuriyah Fi Syarhi al-Manzumah al-Rukbiyyah
(Mekah: Dar ‘Alim al-Fawaid, 1422)

Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di

Abu

Abu

Abu

Abu

Abu

Abu

Abu

Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2008)

‘Abid al-Qasim bin Sallam al-Harawi, al-Nasikh wa
al-Mansukh fi Al-Quran al-‘Aziz, (Riyaz: Maktabah
al-Rasyad, 1418)

Bakar ‘Abdu al-Razzag bin Hammam al-Sun’ani, al-
Musannif, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1403), Jilid
X

Bakar Ahmad bin al-Husain al-Baihaqi, al-Sunan al-
Kubra, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyyah 1414),
jilid VI

Hasan Yahya bin Abi al-Khair Salim al-‘Imrani, Al-
Bayan fi Mazhab al-Syafi’1, (Beirut: Dar al-Minhaj,
1421), Jilid IX

‘Isa Muhammad bin ‘B3 al-Turmws, al-Jami’ al-
Sahih, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.),
Jilid Vv

Ishaq al-Syairazi Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Al-
Muhazzab Fi Figh Imam al-Syafii’,(Damaskus: D
al-Qalam, 1417), Jilid 111

Muhammad ‘Abdullah bin ‘Abdu al-Rahman al-
Daramiyyu, Sunan al-Daramiyyu, (Beirut: Dar al-
Kutub al-“Ilmiyyah, 1417), jilid II

91



Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Askalani, Fathu al-Bari bi
Syarhi Shahih al-Bukhari, (Kairo: Dar al-Riyani li
al-Turas, 1409), Jilid XIlI, Jilid V

Ahmad bin Faris al-Raz, Mu’jam Magayis al-lugah
(Beirut: Dar al-Ji, t.th), Jilid IV

Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan
Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2010)

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 1999)

‘All bin Ahmad bin Hazm al-Zahii, Al-Mahalli bi al-
Asar,(Beirut:Dar al-Fikr, 1405), Jilid X

‘Ali bin Muhammad al-Jarjani, al-Ta 'rifar, (Beirut: Dar
al-Kitab al’Arabi, 1413)

Al-lmam Malik Bin Anas, Muwata’ Imam Malik (Mesir:
Dar Thya al-Kitab al-‘Arabiyah, t.th), Jilid 1l

AlHafiz Abu al-Fida’ Isma’l bin Kasw, Tafsir al-Quran
al-‘Azim (Riyad: Dar al-Tayyibah, 1422), Jilid IV

Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak
Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana, 2008)

Fatchur Rahman, llmu Waris, (Bandung: Alma’arif,
1975)

Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an
dan Hadits, (Jakarta: Tintamas, 1981)

Ibnu Manzir al-lfiiqi, Lisan al-‘Arab (Beirut: Dar al
lhya’ al-Turas al-Islami1419), Jilid 11, V, IX; X,
XV

Ibnu Qudamah al-Hanbali, Al-Mughni (Kairo: Dar al-Hijr,
1410), Jilid 1X

Ibnu Rusyd, Terjemahan Bidayatul Mujtahid (Semarang:
Asy-Syifa, 1990), Jilid 111

92



Jalal alFDm ‘Abdullah bin Najmu bin Syas al-Maliki,
‘Agd al-Jawahir al-Saminah,(Beirut: Dar al-Gharbi
al-Islami, 1415), Jilid 1, 11

Komite Fakutas Syari’ah Universitas Al-Azhar, Figh Al-
Mawarits (Kairo: Lajinah Kuliah Syari’ah wal
Qanun, 2010)

Mardani, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Pers, 2017)

Masur bin Yusuf al-Bahiiti, Kasyaf al-Qina’, (Beirut: Dar
‘Alim al-Kutub, 1403) Jilid 11, IV

Muhammad Ali al-Bar, Khalaga al-insan baina al-Tib wa
al-Qur’an,(Arab Saudii  Dar  al-Su’udiyyah
linnasyar, 1984)

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Muhammad Amin, Raddu al-Muhtar ‘ala al-Durri al-
Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386), Jilid VI, 111, 1I

Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Hafid, Bidayah al-
Mujtahid wa  Nihayah al-Mugtasid, (Kairo:
Maktabah al-‘Ilmi, 1415), Jilid 1V

Muhammad bin Muhammad Sabt al-Mardini al-Syafi’y,
Syarah Rahbiyyah Fi al-Faraid, (Damaskus: Dar al-
Qalam, 1421)

Muhammad bin Yazid bin Majah, Sunan lbnu Majah,
(Riyad: Dar al-Salam, 1420)

Muhammad Yusuf Musa, A4/ Tirkah wal Mirats fi al-
Islam. (Kairo: Dar al-Ma’rifah,1967)

M. Idris Ramulyo, Perbandingan Hukum Kewarisan
Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika,
2004)

93



Musthafa Dib al-Bugha, Fikih Islam Lengkap Mazhab
Syafi’t, (Solo:Media Zikir, 2009)

Nashir bin Muhammad Bin Musyari al-Ghamidi, al-
Khullasah Fi ‘llmi al-Faraid, (Mekah: Dar Tibah
al-Khudara, 2007)

Risa’ al-Tunisi, Syarah Hudid Ibnu ‘Urfah, (Beirut: Dar
al-Gharbi al-Islami, 1993), Jilid II

Sayyid Sabig, Fikih Sunnah, (Bandung: al-Ma’arif, 1990),
Jilid 1V

Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga
Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan
Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Kencana 2004)

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fikih Mawaris
(Hukum Kewarisan Islam), (Jakarta: Gaya Media
Pratama, 1997)

Syaikh  Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Panduan
Wakaf, Hibah dan Wasiat, (Jakarta: Pustaka Imam
Al-Syafi'1, 2008)

Syamsuddin al-Zahabi, al-Mustadrak (Beirut: Dar al-
Kutub al-‘TIimiyyah, t.th.), jilid 1V

Syamsul Haq al-‘Azim Abadi, ‘Aun al-Ma’bit Syarah
Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1415), jiid VIII

Syamsuddin  Muhammad bin Abi Sahal al-Sarakhsi, Al-
Mabsiut (Mesir: Matba’ah al-Sa’adah, 1324), Jilid
VI

Syamsuddin Muhammad Khatib al-Syarbaini, Mughni al-
Mu/taj, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415),
Jilid 1V

Tahqiq Ahmad Syakir, Musnad Ahmad bin Hanbal (Dar
al-Ma’rif, t.th.), Jilid XXXVII

94



Wahbah al-Zuhaili, Figh Islami Wa adillatuh, (Damaskus:
Dar al-Fikr, 1997), jilid X

Zainudin  Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

95



LAMPIRAN-LAMPIRAN

POHON WARIS

1)) @ @
Nenek Dari Nenek Dari Kakek
Thu Avah Dari Avah
@ D)
b @l Avh |—  Paman Paman Tiri
(O] Kandung Dari Ayah
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Anak Lk Anak Lk
© @ Paman King Paman Tiri
- Sdrik? | —| Sdelk? [ ot
S Sdr. Laki
amt kandung # seayah rLa
® Mayit @ & Sdri. Pr
[ Istri | Sdri. Pr NG Sdri. Pr Seibu
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Ol Anak Pr. | [ Anak Lk | .
@) Anak Lk Sdr. Anak Lk Sdr.
@ Lk2Z Kandung Lk2 Seayah
Laki2 & Pryg | | Cucu Prdr Ank Lk|| Cucu Lk dr Anak Lik2
Memerdekakan WOTE: FENCMORAN MENENTUEAN

EEDEEATANNYA DENCAN MAYIT

ASHABUL FURUD DAN KEADAANNYA

- - - Terhijab Menghijab
Ahli Waris | Bagian Keadaan (Nuq;ﬁn/lJ{irmﬁn) (Nuq.sﬁt?/H{'rmdn)
Jikatidak ada furu” | Tidak pernah Tidak menghijab
waris (anak laki- terhijab hirman baik nugsan atau
laki, anak Terhijab Nugsan hirman
12 perempuan, cucu oleh anak.
laki-laki ,cucu
perempuan dan
seterusnya
Suami kebawah).
Jikaada furu’ waris
(anak laki-laki, anak
perempuan, cucu
1/4 laki-laki ,cucu
perempuandan
seterusnya
kebawah).
Jikatidak ada furu’ | Tidak pernah Tidak menghijab
waris (anak laki- terhijab hirman baik nugsan atau
Istri laki, anak Terhijab Nugsan hirman
stri 1/4
perempuan, cucu oleh anak.
laki-laki ,cucu
perempuandan
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seterusnya
kebawah).

Jika ada furu’ waris
(anak laki-laki, anak
perempuan, cucu

1/8 laki-laki ,cucu
perempuandan
seterusnya
kebawah).
Sendiri, Tidak pernah Menghijab
1/2 Tidak ada anak laki- | terhijab. Nugsan
laki (mu asibnya) Suami, istri, dan
Dua orangatau ibu
2/3 lebih, Menghijab hirman
Anak Tidak ada anak laki- Saudar_a S(_aibu,
Perempuan laki. (mu asibnya). saudari seibu,
Bersama dengan Cucu perempuan
anak laki-laki dari anak lelaki,
‘Asabah | (mu asibnya). kecuali bila ada
bil ghair muasibnya, bila
anak perempuan 2
orangatau lebih.
Sendiri, tidak ada Tehijabhirman Menghijab
cucu laki-laki oleh anak laki- Hirman
12 (mu’asibnya), dan laki, dua orang Saudara seibu dan
tidak adaanak laki- | anak perempuan, | saudariseibu.
laki dan anak kecuali cucu
perempuan. perempuan itu
Dua orangatau bersama dengan
lebih, tidak ada cucu | cucu laki-laki
laki-laki (mu asibnya)
2/3 (mu’asibnya), dan
tidak ada anak laki-
laki dan anak
perempuan.
Perg;C;uan Jika bersama dengan
dari anak satuoranganak
- perempuan.
lelaki T idak ada anak laki-
1/6 laki, tidak ada cucu
laki-laki
(muasibnya), tidak
ada dua orangatau
lebih anak
perempuan,
Bersama dengan
cucu laki-laki
‘Asabah | (mu’asibnya) dan
bil ghair | tidak ada anak laki-
laki dan anak
perempuan.
Jika ada anak laki- Tidak pernah Menghijab himan
1/6 laki, cucu laki-laki terhijab hirman. Kakek, nenek dari

dan seterusnya ke

Terhijab nugsan

ayah, saudara
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bawah, atau ada

oleh anak laki-laki

kandung, saudari

anak laki-laki dan dan anak kandung, saudara
anak perempuan. perempuan seayah, saudari
Jika bersama dengan | seterusnya seayah, saudara
Ayah anak perempuan, kebawah. seibu, saudari
cucu perempuan dan seibu, anak laki-
seterusnya ke laki saudara
1/6+sisa | bawah. Tidak ada kandung, anak
anak laki-laki, cucu laki-laki saudara
laki-laki dan seayah, paman
seterusnya ke kandung, paman
bawah. seayah, anak laki-
Tidak ada furu’ laki paman
waris (anak laki- kandung dan anak
laki, anak laki-laki paman
‘Asabah | perempuan, cucu seayah.
binnafsi | laki-laki,cucu
perempuandan
seterusnya
kebawah).
Jikatidak ada furu’ | Terhijabnugsan Menghijab hirman
waris (anak laki- oleh anak laki-laki | Nenek dariibu
laki, anak dan anak dan nenek dari
perempuan, cucu perempuan ayah.
laki-laki, cucu seterunya
13 perempuandan kebawah dan dua
seterusnya ke orangsaudara atau
bawah). Dan Jika lebih.
tidak adaduaorang
atau lebih saudara
baik kandung,
seayah atau seibu.
1bu Jika ada furu’ waris
(anak laki-laki, anak
perempuan, cucu
laki-laki, cucu
perempuandan
1/6 seterusnyake
bawah). Dan Jika
adadua orangatau
lebih saudara baik
kandung, seayah
atau seibu.
1/3 dar1 | Jikaadaayah, suami
sisa atauistri.
Tidak adaayah, Jika | Terhijabhirman Menghijab hiran
ada furu’ warisyang | olehayah dan Saudara seibu,
1/6 laki-laki, anak laki- | kakek yanglebih saudari seibu,
laki, cucu laki-laki dekat dengan anak laki-laki
dan seterusnya ke pewaris. saudara kandung,
bawah. Terhijab nugsan anak laki-laki
Tidak ada ayah, jika | oleh anak laki- saudara seayah,
Kakek 1/6+sisa | adaanak laki, anak paman kandung,

perempuan, dan

perempuan, cucu

paman seayabh,
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anak laki-laki atau
bersama furu’
muannas saja (anak
perempuan, cucu
perempuan
seterusnyake
bawah)

Tidak ada ayah,
tidak ada furu’ waris

laki-laki, cucu
perempuan dan
seterusnya
kebawah.

anak laki-laki
paman kandung
dan anak laki-laki
paman seayah.

‘Asabah | (anak laki-laki atau
binnafsi | perempuan
seterusnya
kebawah).
Tidak ada ibu Kalaunenek dari
pihak ibuterhijab
hirman olehibu.
Nenek 1/6 Kalau nenek dari
pihak ayah
terhijab hirman
oleh ibudan ayah.
Sendiri, tidak adan Terhijabhirman Menghijab hirman
saudara laki-laki oleh furu’ Saudara
kandung (mu ‘asib), | muzakkar (anak perempuan seayah
tidak ada furu *waris | laki-laki, cucu bila saudara
(anak laki-laki, anak | laki-lakidan perempuan
1/2 perempuan, cucu seterusnya ke kandung dua
laki-laki, cucu bawah), dan ayah. | orangataulebih,
perempuan dan Saudara seayah,
seterusnya anak laki-laki
kebawah), tidak ada saudara kandung,
ayah. anak laki-laki
Duaorangatau saudara seayah,
lebih, tidak ada paman kandung,
saudara laki-laki paman seayah,
kandung (mu ’asib), anak laki-laki
Saudara tidak ada fiuru " waris paman kandung
perempuan 23 (anak laki-laki, anak dan anak laki-laki
Kandung perempuan, cucu paman seayah
laki-laki, cucu (jika saudara
perempuandan perempuan
seterusnya mengambil bagian
kebawah), tidak ada ‘asabah atau
ayah. ‘asabahma’al
Bersama dengan ghair)
saudara laki-laki
kandung (mu ’asib),
Tidak ada furu’
; waris (anak laki-
b?féﬁ?r laki, anak
perempuan, cucu
laki-laki, cucu
perempuandan
seterusnya ke

bawah), tidak ada
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ayah.

Tidak ada saudara
laki-laki kandung
(mu asib), Tidak aca

furu’ waris
‘Asabah | muzakkar (anak
ma’al laki-laki, cucu laki-
ghair laki), tidak ada ayah,
dan bersama dengan
furu’ muannas (anak
perempuan, cucu
perempuan)
Sendiri, tidak ada Terhijabhirman Menghijabhirman
saudara laki-laki oleh furu’ waris Anak laki-laki
seayah (mu’asib), muzakkar (anak saudara kandung,
tidak ada furu’waris | lelaki, cuculelaki | anak laki-laki
(anak laki-laki, anak | danseterusnyake | saudaraseayah,
perempuan, cucu bawah). paman kandung,
1/2 laki-laki, cucu Ayah, paman seayah,
perempuandan Saudara anak laki-laki
seterusnyake perempuan paman kandung
bawah), tidak ada kandung dan dan anak laki-laki
ayah. Dan tidakada | saudara laki-laki paman seayah
saudara perempuan | kandung. (jika saudara
kandung. Adadua orang perempuan
Dua orangatau ataulebih saudara | mengambil bagian
lebih, tidak ada perempuan ‘asabah)
saudara laki-laki kandung,.
seayah (mu’asib), Saudara
tidak ada furu’ waris | perempuan
(anak laki-laki, anak | kandung
perempuan, cucu mengambil bagian
Saudara 213 laki-laki, cucu ‘asabahma’al
perempﬁan perempuan dan ghair, bersama
seaya seterusnya ke furu’ waris
bawah), tidak ada muannas (cabang
ayah. Dan tidakada | waris perempuan).
saudara perempuan
kandung.
Bersama dengan
satuorangsaudara
perempuan kandung
Tidak ada saudara
laki-laki seayah
(mu’asib), tidak ada
1/6 furu’ waris (anak
laki-laki, anak
perempuan, cucu
laki-laki, cucu
perempuandan
seterusnya ke
bawah), tidak ada
ayah.
‘Asabah | Bersamadengan
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bil ghair

saudara laki-laki
seayah (mu’asib),
tidak ada furu’ waris
(anak laki-laki, anak
perempuan, cucu
laki-laki, cucu
perempuandan
seterusnyake
bawah), tidak ada
ayah. Dan tidak ada
saudara laki-laki dan
perempuan kandung.

‘Asabah
ma’al

ghair

Bersama dengan
furu’ muannas (anak
perempuan, cucu
perempuan)

Tidak ada saudara
laki-laki seayah
(mu’asib), tidak ada
furu’ muzakkar
(anak laki-laki, cucu
laki-laki), tidak ada
ayah, tidak ada
saudara laki-laki dan
perempuan kandung.

Saudara
laki-laki
dan
perempuan
seibu

1/6

Sendiri, tidak ada
furu’ waris (anak
laki-laki, anak
perempuan, cucu
laki-laki, cucu
perempuandan
seterusnyake
bawah), tidak ada
ayah dan kakek.

1/3

Duaorangatau
lebih, tidak ada firu’
waris (anak laki-
laki, anak
perempuan, cucu
laki-laki, cucu
perempuandan
seterusnyake
bawah), tidak ada
ayah dan kakek

Terhijab hirman
oleh furu’ waris
(anak laki-laki,
anak perempuan,
cucu laki-laki,
cucu perempuan
dan seterusnya ke
bawah), dan usul
muzakkar (ayah
dan kakek)

Menghijab nugsan
ibu jika mereka
dua orangatau
lebih.
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KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKU Il
HUKUM KEWARISAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

a.

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur
tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya
atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan
Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris
dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal
dunia  mempunyai hubungan darah atau hubungan
perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli
waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh
pewaris baik yang berupa benda yang menjadi
miliknya maupun hak-haknya.

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari
harta bersama setelah digunakan untuk keperluan
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan
pemberian untuk kerabat.
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f.

Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris
kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku
setelah pewaris meninggal dunia.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela
dan tanpa imbalan dari seseorang kepada aorang lain
yang masih hidup untuk dimiliki.

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan
untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan
sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua
asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan

Pengadilan.
Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.
BAB II
AHLI WARIS
Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui
dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau
kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak
yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau
lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan
putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang tetap, dihukum karena:

a.

b.

Dipersalahkan  telah  membunun atau  mencoba
membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan
pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu
kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun
penjara atau hukuman yang lebin berat.
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Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

1. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-
laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

2. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak
perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda

atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak
mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau
duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman

jenazah selesai;

b. Menyelesaikan  baik  hutang-hutang  berupa
pengobatan,  perawatan, termasuk  kewajiban
pewaris maupun penagih piutang;

Menyelesaikan wasiat pewaris;

d. Membagi harta warisan di antara wahli waris yang

berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau
kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau
nilai harta peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN
Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh

bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama

mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan
bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak

o
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laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak

perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak

meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat

seperenam bagian.**®
Pasal 178

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau
dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua
orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga
bagian.

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah
diambil oleh janda atau duda bila bersamasama
dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak,

maka duda mendapat seperempat bagaian.
Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak

meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak

maka janda mendapat seperdelapan bagian.
Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan

ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan

seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila
mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-
sama mendapat sepertiga bagian.

138 Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2
Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga
bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan
suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenambagian.
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Pasal 182
Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan
ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan
kandung atau seayah, maka ua mendapat separoh bagian.
Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan
saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau
lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga
bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama
dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka
bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan
saudara perempuan.
Pasal 183
Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian
dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing
menyadari bagiannya.
Pasal 184
Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu
melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya
diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul
anggota keluarga.
Pasal 185
1. Ahli waris yang meninggal lebin dahulu dari pada si
pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh
anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal
173.

2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
Pasal 186
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai
hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga

dari pihak ibunya.
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Pasal 187

(1) Bilamana  pewaris meninggalkan  warisan  harta
peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau
oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang
sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan
tugas:

a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan,
baik berupa benda bergerak maupun tidak
bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli
waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai
harganya dengan uang;

b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk
kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat
(1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah
merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada
ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris balk secara bersama-sama atau

perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli

waris yang lain untuk melakukan pembagian harta
warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak
menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat
mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk
dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

(1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian
yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya
dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan
dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli
waris yang bersangkutan.
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(2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak
dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang
bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan
tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli
waris yang dengan cara membayar harganya kepada
ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya
masing- masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka

masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-

gini dari rumah tangga dengan suaminya, Sedangkan
keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli
warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali

atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka

harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan
penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan

Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV
AUL DAN RAD
Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para

ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka

pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka
penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan
baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu
angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli

waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang

lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli
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waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut

dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-

masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di

antara mereka.

BAB V
WASIAT
Pasal 194

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21
tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat
mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang
lain atau lembaga.

(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak
dari pewasiat.

(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan
sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang
saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau
dihadapan Notaris.

(2) Wasiat hanya diperbolehkan  sebanyak-banyaknya
sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli
waris menyetujui.

(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh
semua ahli waris.

(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini
dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau
tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus

disebutkan dengan tegas dan jelas siapasiapa atau
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lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda
yang diwasiatkan.
Pasal 197
(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat
berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dihukum karena:

a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba
membunuh  atau  menganiaya berat kepada
pewasiat;

b. Dipersalahkan secara memfitrnah telah
mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah
melakukan  sesuatu kejahatan yang diancam
hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang
lebih berat;

c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman
mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut
atau merubah wasiat untuk kepentingan calon
penerima wasiat;

d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak
atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk
untuk menerima wasiat itu:

a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai
meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia
menolak untuk menerimanya;

c. Mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah
menyatakan menerima atau menolak sampai ia
meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan
musnah.
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Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun

pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu

tertentu.
Pasal 199

(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon
penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau
sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian
menarik kembali.

(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan
dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis
dengan disaksikan oleh dua prang saksi atau
berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat
secara lisan.

(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat
dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh
dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.

(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka
hanya dapat dicabut berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena

suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau

kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal
dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta
yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan

sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka

wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta
warisnya.
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Pasal 202
Apabila  wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan
kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka
ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang
didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka
penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya
atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada
hubungannya.

(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan
Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu
diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat
yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka
olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang
saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan
surat wasiat itu.

(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada
Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada
Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat
dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama
tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat
(1) pasal ini.

(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu
diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan
Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna
penyelesaian selanjutnya.
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Pasal 205
Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka
yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam
daerah pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang
ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat
wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan
dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal 206
Mereka vyang berada dalam perjalanan melalui laut
dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda
atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada,
maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya
dengan dihadiri oleh dua orang saksi.
Pasal 207
Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan
pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang
yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita
sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan
tegas dan jelas untuk membalas jasa.
Pasal 208
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat
akte tersebut.
Pasal 209
1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan
Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas,
sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak
menerima  wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat
diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari
harta warisan orang tua angkatnya.
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BAB VI
HIBAH
Pasal 210
1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21
tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat
menghibahkan  sebanyak-banyaknya  1/3 harta
bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan
dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak
dari penghibah.
Pasal 211
Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat
diperhitungkan sebagai warisan.
Pasal 212
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua
kepada anaknya.
Pasal 213
Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam
keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus
mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
Pasal 214
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing
dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau
Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya
tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.
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